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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pasal 1:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis
berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam
bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan.

Pasal 9:

2. Pencipta atau Pengarang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8
memiliki hak ekonomi untuk melakukan a. Penerbitan Ciptaan; b.
Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan Ciptaan;
d. Pengadaptasian, pengaransemen, atau pentransformasian Ciptaan; e.
Pendistribusian  Ciptaan atau salinan; f. Pertunjukan Ciptaan; g.
Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. Penyewaan Ciptaan.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1.  Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rp100. 000. 000, 00 (seratus juta
rupiah).

2.  Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta
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KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan
Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga
buku “Akuntansi Sektor Publik sebagai Instrumen
Transparansi dan Keadilan Sosial” dapat terselesaikan.
Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan
pemahaman mendalam mengenai peran akuntansi sektor
publik dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan,
transparansi, dan keadilan sosial. Penulis menyadari
bahwa pengelolaan keuangan publik yang akuntabel dan
efisien menjadi fondasi penting bagi pembangunan
berkelanjutan, dan melalui buku ini diharapkan dapat
menjadi referensi akademik maupun praktis bagi
pemerintahan, akademisi, dan masyarakat luas.

Buku ini disusun dengan pendekatan akademik
yang sistematis, menggabungkan teori, prinsip
akuntansi, regulasi, praktik, serta inovasi digital terkini
dalam pengelolaan keuangan publik. Penulis menyadari
keterbatasan dalam penyusunan materi, namun berharap
buku ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap
pengembangan ilmu akuntansi sektor publik dan praktik
tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Purbalingga, 2025

Penulis
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Urgensi Akuntansi Sektor
Publik

Akuntansi sektor publik memiliki peran strategis
dalam membentuk sistem tata kelola keuangan negara
yang transparan dan akuntabel. Perubahan paradigma
pengelolaan keuangan publik di berbagai negara,
termasuk  Indonesia, menunjukkan  peningkatan
kebutuhan akan pelaporan keuangan yang mampu
menggambarkan penggunaan dana publik secara
objektif dan terukur (Rahmawati & Putri, 2021).
Modernisasi  pemerintahan  menuntut  penyajian
informasi keuangan yang tidak hanya memenuhi
kewajiban administratif, tetapi juga berfungsi sebagai
sarana pertanggungjawaban publik kepada masyarakat
(Harun et al., 2020). Transparansi yang didukung oleh
praktik akuntansi sektor publik menjadi elemen penting
dalam mencegah korupsi, meningkatkan efisiensi, dan
memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi
negara. Urgensi tersebut menjadikan akuntansi publik
sebagai instrumen utama dalam memastikan terciptanya
keadilan distribusi sumber daya publik.

Penerapan akuntansi sektor publik di Indonesia
mengalami perkembangan signifikan sejak
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara dan adopsi Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan ini menandai
pergeseran dari pendekatan berbasis kas menuju akrual
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sebagai upaya memperbaiki akuntabilitas dan
pengambilan keputusan berbasis data (Yuliani &
Hardiningsih, 2019). Reformasi ini didorong oleh
tuntutan publik terhadap transparansi dalam pengelolaan
anggaran negara dan daerah. Efektivitas penerapan SAP
tidak hanya dinilai dari kesesuaian format laporan, tetapi
juga dari sejauh mana informasi yang dihasilkan mampu
digunakan dalam evaluasi kinerja lembaga publik
(Wardhani et al., 2022). Dalam konteks ini, urgensi
akuntansi sektor publik tidak dapat dilepaskan dari
dorongan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang bersih dan responsif terhadap kepentingan
masyarakat.

Peningkatan kompleksitas kegiatan
pemerintahan dan desentralisasi fiskal menuntut sistem
akuntansi publik yang adaptif dan transparan.
Pengelolaan dana publik yang melibatkan berbagai
entitas daerah memperluas tanggung jawab pemerintah
dalam memastikan laporan keuangan yang konsisten,
dapat dibandingkan, dan mudah diakses (Mahmudi &
Setiawan, 2020). Transparansi fiskal yang baik tidak
hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada
kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur
akuntansi yang memadai (Sari & Wulandari, 2023).
Akuntansi sektor publik berperan dalam memastikan
bahwa setiap rupiah dana publik digunakan secara
efektif untuk kesejahteraan rakyat. Penguatan sistem
akuntansi publik menjadi kunci utama dalam
memperkuat fondasi keuangan negara di era
keterbukaan informasi.
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Perubahan lingkungan ekonomi global juga
mempengaruhi tuntutan terhadap reformasi akuntansi
publik. Krisis keuangan dan pandemi global menyoroti
pentingnya pelaporan keuangan pemerintah yang
transparan untuk menjaga kepercayaan masyarakat
terhadap kebijakan fiskal (Nurhayati & Prasetyo, 2022).
Dalam situasi krisis, masyarakat menuntut akuntabilitas
lebih tinggi atas penggunaan dana darurat dan program
bantuan sosial. Akuntansi sektor publik menyediakan
kerangka pelaporan yang memungkinkan analisis
efektivitas kebijakan fiskal serta penilaian keadilan
dalam distribusi sumber daya (Wijayanti & Lestari,
2023). Oleh karena itu, urgensi penerapan akuntansi
publik yang berkualitas tinggi semakin meningkat
seiring dengan kebutuhan pengawasan publik terhadap
keuangan negara.

Praktik akuntansi publik juga memiliki dimensi
sosial yang kuat karena terkait langsung dengan keadilan
distribusi fiskal dan pembangunan berkelanjutan.
Informasi akuntansi publik dapat digunakan untuk
mengevaluasi sejauh mana kebijakan anggaran
mencerminkan keberpihakan pada kelompok rentan dan
daerah tertinggal (Putra & Dewi, 2020). Laporan
keuangan pemerintah menjadi instrumen moral dan
administratif dalam menilai sejauh mana pemerintah
menjalankan prinsip keadilan sosial yang tercantum
dalam konstitusi. Dalam konteks tersebut, akuntansi
sektor publik tidak sekadar alat teknis pencatatan, tetapi
sarana strategis untuk memastikan kesetaraan dalam
pembangunan nasional (Hidayat & Aminah, 2021).
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Dimensi etis ini memperkuat urgensi akuntansi publik
sebagai bagian integral dari sistem keadilan sosial di
Indonesia.

Perkembangan teknologi informasi memperkuat
relevansi akuntansi sektor publik dalam konteks
modernisasi pemerintahan. Penerapan sistem digital
dalam pelaporan keuangan publik, seperti e-budgeting
dan e-audit, memungkinkan peningkatan -efisiensi,
akurasi, serta aksesibilitas informasi bagi masyarakat
(Pertiwi & Nugroho, 2019). Transformasi digital
mempercepat integrasi data antar lembaga dan
memperkuat mekanisme pengawasan publik terhadap
anggaran. Adaptasi teknologi ini membutuhkan
kompetensi profesional akuntan publik yang memahami
prinsip transparansi dan tanggung jawab sosial (Santoso
& Rahman, 2021). Integrasi teknologi dan akuntansi
publik menjadi elemen penting dalam memperluas ruang
partisipasi masyarakat terhadap kebijakan fiskal.

Kinerja lembaga publik tidak dapat dinilai hanya
dari capaian output, melainkan juga dari transparansi
dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan oleh
masyarakat. Akuntansi sektor publik berperan
menyediakan informasi yang relevan bagi pengambilan
keputusan ekonomi dan sosial oleh berbagai pemangku
kepentingan (Suharti & Rahayu, 2021). Penyajian
laporan keuangan pemerintah yang transparan
memungkinkan publik menilai sejauh mana kebijakan
fiskal dijalankan sesuai prinsip efisiensi dan keadilan.
Peningkatan kualitas laporan keuangan yang diaudit
secara independen menjadi indikator kepercayaan publik
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terhadap pemerintah (Kusuma & Widodo, 2020).
Akuntansi publik dengan demikian bukan sekadar
aktivitas administratif, tetapi fondasi legitimasi moral
pemerintah dalam menjalankan amanat konstitusi.
Relevansi akuntansi publik meningkat seiring dengan
kebutuhan untuk mengintegrasikan aspek ekonomi dan
sosial dalam perencanaan pembangunan nasional.

Kebijakan desentralisasi fiskal memperluas
peran akuntansi sektor publik dalam tata kelola daerah.
Pemerintah daerah memiliki kewenangan besar dalam
mengelola anggaran dan menentukan prioritas
pembangunan, sehingga kualitas sistem akuntansi
menjadi faktor kunci akuntabilitas publik (Hartono &
Wibowo, 2022). Pelaporan keuangan daerah yang sesuai
dengan standar nasional memperkuat koordinasi fiskal
antar level pemerintahan dan meningkatkan efisiensi
penggunaan dana transfer (Ardiyanti & Pradana, 2023).
Keberhasilan penerapan prinsip transparansi di tingkat
lokal mendorong partisipasi masyarakat dalam
pengawasan anggaran publik. Mekanisme ini
menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih
terbuka dan partisipatif. Akuntansi publik berfungsi
sebagai jembatan antara kebijakan pusat dan kebutuhan
masyarakat daerah melalui penyajian data keuangan
yang objektif dan dapat diverifikasi.

Perubahan paradigma akuntansi sektor publik
menuju akrual mempengaruhi cara pemerintah
merencanakan dan mengevaluasi kinerjanya. Basis
akrual memberikan gambaran lebih akurat mengenai
aset, kewajiban, dan posisi keuangan negara
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dibandingkan basis kas tradisional (Lestari &
Nugrahani, 2019). Transparansi fiskal berbasis akrual
membantu publik memahami dampak jangka panjang
dari kebijakan fiskal terhadap keberlanjutan ekonomi
nasional (Widyastuti & Prabowo, 2022). Penerapan
sistem ini memerlukan dukungan sumber daya manusia
yang kompeten dan teknologi informasi yang memadai
agar pelaporan keuangan tidak hanya formal, tetapi juga
informatif. Adaptasi menuju akrual mencerminkan
komitmen pemerintah terhadap pengelolaan keuangan
yang berorientasi pada hasil dan keadilan sosial. Urgensi
implementasi akrual memperkuat posisi akuntansi
publik sebagai alat perbaikan kualitas kebijakan fiskal
dan sosial.

Integritas data akuntansi publik menjadi elemen
fundamental dalam menjaga kredibilitas laporan
keuangan pemerintah. Manipulasi atau distorsi data
fiskal dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dan
menghambat  efektivitas kebijakan pembangunan
(Ramdani & Fitria, 2021). Pengawasan berbasis
akuntansi yang kuat menekan peluang penyimpangan
anggaran dan memperkuat tanggung jawab institusional.
Audit publik berfungsi sebagai mekanisme verifikasi
independen untuk memastikan kepatuhan terhadap
standar pelaporan keuangan (Subekti & Kurniawan,
2020). Penguatan sistem audit internal dan eksternal
memperkuat peran akuntansi sebagai sarana kontrol
sosial dan fiskal. Akuntansi publik dengan demikian
memegang posisi penting dalam menjaga integritas
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keuangan negara dan membangun budaya akuntabilitas
di sektor publik.

Peran akuntansi sektor publik juga semakin
penting dalam konteks globalisasi dan keterbukaan
informasi. Pemerintah di berbagai negara menghadapi
tekanan untuk menyediakan laporan keuangan yang
dapat dibandingkan secara internasional sesuai dengan
standar akuntansi publik global (IFAC atau IPSAS).
Penyesuaian terhadap standar internasional
meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dan
menarik kepercayaan lembaga donor serta investor asing
(Fauziah & Hakim, 2019). Implementasi IPSAS di
berbagai negara berkembang terbukti memperkuat
disiplin fiskal dan transparansi keuangan nasional
(Mustika &  Rahmadani, 2023). Pengalaman
internasional tersebut menjadi pembelajaran penting
bagi Indonesia dalam memperkuat kapasitas
kelembagaan akuntansi publik. Akuntansi sektor publik
yang modern menjadi pilar utama dalam membangun
pemerintahan yang terbuka, responsif, dan berkeadilan
sosial.

1.2 Permasalahan Transparansi dan Akuntabilitas
dalam Keuangan Publik

Transparansi keuangan publik masih menjadi
tantangan utama dalam tata kelola pemerintahan di
Indonesia. Keterbatasan akses masyarakat terhadap
informasi anggaran menghambat partisipasi publik
dalam pengawasan penggunaan dana negara (Pramono
& Astuti, 2020). Keterlambatan publikasi laporan
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keuangan serta rendahnya kualitas pelaporan fiskal
sering menimbulkan persepsi negatif terhadap
kredibilitas pemerintah (Handayani & Sari, 2021).
Ketidakterbukaan informasi keuangan menyebabkan
masyarakat sulit menilai efektivitas kebijakan publik.
Penerapan prinsip transparansi memerlukan sistem
informasi yang terbuka dan akurat agar publik dapat
memantau aliran dana secara menyeluruh. Akuntansi
sektor publik memiliki peran sentral dalam menyediakan
data yang dapat diverifikasi dan diinterpretasikan secara
obyektif oleh publik. Keterbukaan informasi yang
konsisten menjadi landasan utama bagi kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga pemerintah.

Kendala dalam  penerapan  akuntabilitas
keuangan publik sering disebabkan oleh lemahnya
kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia.
Ketidaksiapan aparatur dalam memahami prinsip-
prinsip akuntansi berbasis akrual ~menghambat
pelaksanaan sistem pelaporan keuangan yang transparan
(Rahayu & Kusnadi, 2019). Pemahaman teknis yang
rendah menyebabkan penyajian laporan keuangan hanya
bersifat administratif tanpa analisis substantif yang
berguna bagi pengambilan keputusan (Nasution & Dewi,
2022). Ketergantungan pada format pelaporan tanpa
evaluasi kinerja substantif melemahkan fungsi akuntansi
publik sebagai alat kontrol sosial. Kapasitas sumber daya
manusia harus ditingkatkan melalui pelatihan dan
sertifikasi profesional agar standar pelaporan keuangan
dapat diterapkan secara konsisten. Reformasi
kelembagaan di sektor publik menuntut integrasi antara
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kompetensi teknis dan komitmen etika dalam setiap
proses pelaporan keuangan. Peningkatan kapasitas
individu menjadi faktor kunci dalam memperkuat
akuntabilitas fiskal.

Permasalahan transparansi juga muncul akibat
lemahnya sistem pengawasan internal di lembaga
pemerintahan. Banyak entitas publik belum memiliki
mekanisme kontrol yang efektif untuk mendeteksi
penyimpangan penggunaan anggaran (Susanti &
Fadilah, 2020). Ketidaktepatan waktu dalam pelaporan
serta kesalahan pencatatan sering kali tidak segera
ditindaklanjuti karena minimnya audit internal yang
berkualitas (Hendrawan & Yusuf, 2021). Kondisi
tersebut menimbulkan risiko penyalahgunaan dana dan
menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja
fiskal pemerintah. Sistem akuntansi publik yang baik
seharusnya menyediakan jalur audit berlapis untuk
memastikan kepatuhan dan integritas data keuangan.
Pengawasan internal perlu diintegrasikan dengan sistem
digital agar proses pemantauan lebih transparan dan
efisien. Penerapan teknologi audit digital dapat
memperkuat budaya transparansi di seluruh tingkatan
birokrasi.

Kompleksitas birokrasi sering kali menjadi
hambatan struktural dalam mewujudkan transparansi
fiskal. Proses pelaporan keuangan yang panjang dan
berlapis menyebabkan keterlambatan publikasi data
keuangan pemerintah (Wibowo & Lestari, 2023).
Ketidakefisienan birokrasi memperlambat distribusi
informasi ke publik dan membuka peluang bagi praktik
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koruptif di tingkat operasional (Putri & Ahmad, 2021).
Struktur organisasi yang hierarkis membuat aliran
informasi tidak berjalan secara terbuka dan merata.
Reformasi  birokrasi  perlu  diarahkan  pada
penyederhanaan mekanisme pelaporan dan penguatan
peran akuntansi publik dalam pengambilan keputusan
fiskal. Penyusunan laporan keuangan seharusnya tidak
hanya memenuhi kewajiban formal, tetapi juga menjadi
alat refleksi kinerja dan transparansi pemerintah.
Perubahan paradigma ini menuntut komitmen politik
yang kuat untuk membuka akses informasi publik secara
luas.

Ketidaksesuaian antara kebijakan transparansi
dan praktik lapangan sering kali menimbulkan
kesenjangan akuntabilitas. Banyak instansi pemerintah
telah mengadopsi kebijakan keterbukaan informasi,
namun implementasinya masih bersifat simbolik (Arifin
& Prasetyo, 2018). Penerapan e-government belum
sepenuhnya menjamin keterbukaan data karena sebagian
besar informasi masih bersifat terbatas atau tidak
terbarui (Lestari & Handoko, 2020). Kondisi ini
menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya
memerlukan infrastruktur digital, tetapi juga perubahan
budaya organisasi. Budaya kerja yang tertutup
menghambat aparatur dalam memahami pentingnya
akuntabilitas publik. Penguatan nilai integritas dan etika
profesional menjadi elemen penting untuk memastikan
bahwa kebijakan transparansi benar-benar berjalan
dalam praktik. Akuntansi publik dengan prinsip
objektivitas dan verifiabilitas menjadi sarana utama
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dalam menjembatani kebijakan dengan implementasi
yang konsisten.

Kendala transparansi fiskal juga terkait dengan
kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan
anggaran. Partisipasi publik masih rendah karena
keterbatasan akses data dan kurangnya literasi keuangan
(Nugraha &  Wulandari, 2019). Keterbatasan
kemampuan masyarakat untuk memahami laporan
keuangan pemerintah menyebabkan informasi publik
tidak termanfaatkan secara optimal (Rahmadani &
Sitorus, 2023). Keterlibatan warga dalam pengawasan
anggaran berpotensi meningkatkan integritas fiskal dan
memperkuat hubungan antara pemerintah dan publik.
Peningkatan literasi akuntansi publik dapat mendorong
masyarakat untuk lebih aktif dalam menilai kebijakan
fiskal. Akuntansi publik yang komunikatif dan mudah
dipahami akan memperkuat fungsi sosialnya sebagai
instrumen pertanggungjawaban. Kolaborasi antara
pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam
membangun  transparansi  yang  inklusif  dan
berkelanjutan.

Masalah lain yang sering dihadapi dalam
akuntabilitas keuangan publik adalah rendahnya kualitas
audit eksternal. Banyak laporan keuangan yang
memperoleh opini wajar dengan pengecualian akibat
kelemahan dokumentasi dan ketidaksesuaian pencatatan
(Sutanto & Hidayat, 2021). Audit yang dilakukan tanpa
dukungan sistem informasi yang baik sering gagal
mendeteksi potensi penyimpangan fiskal (Wijaya &
Fitria, 2020). Audit publik yang efektif harus

1 —
FITRIANA, DKK 11



dilaksanakan secara independen dan berbasis risiko
untuk memastikan keandalan data fiskal. Peran lembaga
pengawas seperti BPK perlu diperkuat dengan
pendekatan audit modern yang adaptif terhadap
perkembangan teknologi. Transparansi hasil audit juga
harus ditingkatkan agar publik dapat mengakses dan
menilai temuan auditor secara langsung. Penguatan audit
publik yang independen akan memperkuat akuntansi
sektor publik sebagai alat pengendalian fiskal yang
efektif.

Keterbatasan teknologi informasi di beberapa
daerah  memperlemah upaya transparansi dan
akuntabilitas. Ketidaksamaan infrastruktur digital
menyebabkan disparitas dalam kualitas pelaporan
keuangan antar wilayah (Hermawan & Dewanti, 2022).
Pemerintah daerah dengan kapasitas rendah sering kali
mengalami  kesulitan dalam menerapkan sistem
akuntansi berbasis elektronik (Basuki & Ramli, 2021).
Ketimpangan ini menciptakan asimetri informasi antara
pemerintah pusat dan daerah, sehingga pengawasan
fiskal menjadi tidak merata. Modernisasi sistem
informasi akuntansi harus dilakukan secara menyeluruh
agar pelaporan keuangan publik dapat diakses secara
nasional. Implementasi sistem keuangan berbasis cloud
dapat memperkuat efisiensi dan keterpaduan data fiskal
lintas daerah. Inovasi teknologi merupakan syarat
penting untuk mewujudkan pemerintahan yang
transparan dan akuntabel.

Kendala politik juga mempengaruhi tingkat
transparansi keuangan publik di Indonesia. Intervensi
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politik dalam pengelolaan anggaran sering kali
menggeser prioritas fiskal dari kepentingan publik
menuju kepentingan kelompok tertentu (Astuti &
Rahman, 2019). Kurangnya komitmen elite politik
terhadap prinsip akuntabilitas menyebabkan proses
pelaporan keuangan rentan terhadap manipulasi (Yuliani
& Prabowo, 2022). Akuntansi publik yang ideal harus
berdiri di atas prinsip independensi dan profesionalisme
agar tidak terpengaruh oleh tekanan politik. Peningkatan
peran lembaga pengawas independen dan masyarakat
sipil sangat diperlukan untuk menekan potensi
penyalahgunaan  kekuasaan dalam  pengelolaan
anggaran. Kemandirian profesional akuntan sektor
publik menjadi benteng terakhir dalam menjaga
integritas laporan keuangan pemerintah. Keberhasilan
reformasi transparansi fiskal sangat bergantung pada
sinergi antara sistem teknis, etika, dan politik yang
bersih.

Fenomena global juga menunjukkan bahwa
tantangan transparansi dan akuntabilitas bukan hanya
terjadi di negara berkembang. Negara maju sekalipun
menghadapi kesulitan dalam menjaga keseimbangan
antara keterbukaan informasi dan perlindungan data
publik (Chen & Li, 2021). Integrasi data keuangan lintas
lembaga menimbulkan risiko privasi dan potensi
penyalahgunaan informasi (Martinez & Cooper, 2023).
Pemerintah harus menetapkan kebijakan transparansi
yang seimbang antara hak publik untuk tahu dan
kewajiban menjaga keamanan informasi fiskal.
Akuntansi publik modern dituntut untuk mengadopsi
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prinsip kehati-hatian dalam mengelola data digital tanpa
mengorbankan aksesibilitas publik. Penerapan tata
kelola data yang baik akan memperkuat kepercayaan
masyarakat terhadap sistem keuangan negara.
Perkembangan ini menegaskan bahwa transparansi dan
akuntabilitas adalah agenda global yang menuntut
adaptasi berkelanjutan dalam praktik akuntansi sektor
publik.

Permasalahan transparansi dan akuntabilitas
dalam keuangan publik tidak dapat diselesaikan secara
instan. Diperlukan sinergi antara aspek teknis,
kelembagaan, sosial, dan politik untuk menciptakan
sistem akuntansi publik yang kredibel dan berkelanjutan
(Rahmawati & Nugroho, 2023). Reformasi akuntansi
publik harus diiringi dengan pembentukan budaya
organisasi yang berintegritas tinggi dan berbasis
pelayanan publik (Hidayati & Wicaksono, 2020).
Pendekatan holistik diperlukan agar setiap elemen
pemerintahan memahami makna transparansi bukan
sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai tanggung
jawab moral kepada rakyat. Akuntansi sektor publik
menjadi simbol sekaligus sarana untuk memastikan
bahwa pengelolaan keuangan negara berpihak pada
kepentingan publik. Penguatan sistem, kapasitas, dan
nilai menjadi fondasi dalam membangun tata kelola
keuangan yang transparan dan akuntabel. Urgensi
pembaruan ini menandai pentingnya kolaborasi lintas
sektor dalam mewujudkan keadilan sosial melalui
transparansi fiskal.
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1.3 Tujuan, Ruang Lingkup, dan Manfaat Kajian

Kajian mengenai akuntansi sektor publik
memiliki tujuan utama untuk memperkuat pemahaman
terhadap mekanisme transparansi dan akuntabilitas
keuangan publik dalam konteks pemerintahan modern.
Tujuan ini  mencerminkan  kebutuhan  untuk
menghubungkan teori akuntansi dengan praktik tata
kelola keuangan negara secara efisien dan berkeadilan
sosial. Penguatan sistem akuntansi publik diharapkan
mampu membangun integritas serta meningkatkan
kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah.
Perumusan tujuan ini sekaligus menjadi dasar untuk
menilai sejauh mana instrumen akuntansi berperan
dalam menciptakan tata kelola yang transparan dan
bebas dari konflik kepentingan. Orientasi ini mendukung
penerapan prinsip good governance yang menempatkan
kejelasan informasi keuangan sebagai fondasi kebijakan
fiskal yang bertanggung jawab. Setiap aspek yang dikaji
diarahkan pada penguatan moralitas administrasi publik
melalui instrumen akuntansi yang objektif dan berbasis
bukti.

Tujuan khusus dari kajian ini dapat diuraikan
sebagai berikut:

1. Menganalisis peran akuntansi sektor publik dalam
mendukung  transparansi dan  akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara.

2. Mengidentifikasi faktor-faktor kelembagaan dan
kebijakan yang memengaruhi implementasi
akuntansi sektor publik di berbagai level
pemerintahan.
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3. Mengevaluasi efektivitas penerapan  standar
akuntansi pemerintahan terhadap peningkatan
efisiensi dan integritas keuangan publik.

4. Menelaah hubungan antara transparansi akuntansi
dan keadilan sosial dalam konteks kebijakan fiskal
dan anggaran publik.

5. Merumuskan rekomendasi kebijakan  untuk
memperkuat sistem pelaporan keuangan publik
yang berkeadilan dan partisipatif.

Ruang lingkup kajian dalam monograf ini
meliputi dimensi teoritis, normatif, dan empiris dari
akuntansi sektor publik. Dimensi teoritis mencakup
pembahasan mengenai prinsip, konsep, dan paradigma
akuntansi publik dalam konteks negara kesejahteraan.
Dimensi normatif membahas kerangka hukum dan
regulasi yang mengatur praktik pelaporan keuangan
sektor publik, termasuk standar akuntansi pemerintahan
dan kebijakan transparansi fiskal. Dimensi empiris
menyoroti praktik aktual pengelolaan keuangan di
lembaga pemerintahan, organisasi non-profit, serta
lembaga sosial publik. Lingkup ini juga mencakup
analisis perbandingan antara sistem akuntansi publik di
Indonesia dengan praktik terbaik internasional sebagai
refleksi atas efektivitas reformasi birokrasi keuangan
publik.

Cakupan pembahasan tidak hanya terbatas pada
institusi pemerintah pusat, tetapi juga mencakup
pemerintah daerah, lembaga sosial, dan badan layanan
umum. Kajian pada tingkat mikro, seperti organisasi
pelayanan publik, memberi pemahaman mengenai
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bagaimana akuntansi dapat berfungsi sebagai alat untuk
efisiensi operasional dan pertanggungjawaban sosial.
Pada tingkat makro, akuntansi publik berperan dalam
mengukur kinerja fiskal nasional dan memastikan
keadilan dalam distribusi anggaran. Pemahaman lintas
level tersebut penting untuk memastikan bahwa setiap
kebijakan fiskal mencerminkan nilai keadilan distributif
yang menjadi dasar pembangunan berkelanjutan.
Pendekatan multilevel ini memungkinkan penelitian
mendalam terhadap variasi praktik dan tantangan yang
dihadapi oleh lembaga sektor publik.

Manfaat teoritis dari kajian ini terletak pada
kontribusinya  terhadap  pengembangan literatur
akuntansi publik yang mengintegrasikan aspek
keuangan, sosial, dan moral dalam satu kerangka
analisis. Pendekatan ini memberikan perspektif baru
mengenai peran akuntansi sebagai alat etika sosial dalam
tata kelola pemerintahan. Penegasan hubungan antara
akuntansi dan keadilan sosial memperkaya diskursus
akademik yang selama ini lebih berfokus pada efisiensi
teknokratis. Pemahaman ini akan mendorong
pembentukan paradigma baru dalam pendidikan dan
penelitian akuntansi publik yang menekankan pada
akuntabilitas moral dan tanggung jawab sosial.
Penguatan fondasi teoritis ini menjadi penting untuk
membangun  kapasitas akademik yang mampu
menjawab kompleksitas tata kelola keuangan publik
modern.

Manfaat praktis kajian ini terkait erat dengan
peningkatan kapasitas lembaga pemerintah dan aparatur
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dalam menerapkan sistem akuntansi publik yang
transparan dan partisipatif. Pemanfaatan hasil kajian
dapat membantu lembaga pengawasan, auditor, serta
pembuat kebijakan dalam merancang sistem pelaporan
keuangan yang lebih akuntabel. Penerapan hasil
penelitian juga berpotensi memperbaiki mekanisme
pengendalian internal serta meminimalisasi potensi
penyalahgunaan anggaran. Implikasi praktis lain muncul
pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap
haknya dalam mengakses informasi keuangan negara.
Pemahaman publik yang meningkat dapat mendorong
pengawasan sosial yang lebih efektif terhadap kebijakan
fiskal dan keuangan publik.

Kajian ini juga bermanfaat bagi sektor
pendidikan tinggi, khususnya dalam memperkuat
kurikulum akuntansi sektor publik yang relevan dengan
dinamika sosial-ekonomi kontemporer. Integrasi antara
teori dan praktik akuntansi publik dapat menjadi dasar
bagi pengembangan kompetensi mahasiswa dalam
memahami etika profesional dan tata kelola keuangan
publik. Pengetahuan yang diperoleh dari kajian ini
diharapkan mampu mencetak sumber daya manusia
yang kritis, berintegritas, dan memiliki kepekaan
terhadap isu-isu sosial dalam keuangan negara.
Peningkatan literasi akuntansi publik di kalangan
akademisi dan praktisi akan mempercepat transformasi
menuju pemerintahan yang lebih terbuka. Keberlanjutan
sistem transparansi publik bergantung pada kesadaran
kolektif akan pentingnya akuntabilitas berbasis ilmu
pengetahuan.
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Manfaat kebijakan dari kajian ini terletak pada
kontribusinya terhadap pembentukan sistem pelaporan
keuangan publik yang adaptif terhadap perubahan sosial
dan teknologi. Perkembangan digitalisasi keuangan
menuntut adaptasi sistem akuntansi publik agar mampu
menjamin integritas data dan kemudahan akses
informasi. Analisis dalam monograf ini diharapkan
memberikan dasar bagi penyusunan kebijakan keuangan
negara yang lebih inklusif dan efisien. Pemerintah dapat
menggunakan hasil kajian ini untuk mengidentifikasi
area yang memerlukan perbaikan dalam pengawasan
keuangan dan pelaporan publik. Penguatan sistem ini
mendukung pencapaian tata kelola fiskal yang selaras
dengan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan
masyarakat.

Ruang lingkup temporal dari kajian ini berfokus
pada kondisi dan kebijakan akuntansi sektor publik di
Indonesia dalam kurun waktu lima hingga sepuluh tahun
terakhir. Periode ini mencerminkan masa intensif
reformasi birokrasi dan penerapan standar akuntansi
pemerintahan yang lebih transparan. Analisis juga
meninjau respons terhadap perubahan regulasi serta
adaptasi terhadap dinamika sosial-ekonomi nasional.
Pembatasan temporal ini memungkinkan kajian yang
lebih fokus dan kontekstual terhadap tantangan yang
dihadapi oleh sistem akuntansi publik di era digital.
Pendekatan historis dan analitis dipadukan untuk
memberikan gambaran menyeluruh mengenai evolusi
transparansi keuangan negara.
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Manfaat sosial dari kajian ini berkaitan dengan
upaya membangun keadilan sosial melalui transparansi
keuangan publik. Akuntansi publik berfungsi tidak
hanya sebagai instrumen pelaporan, tetapi juga sebagai
mekanisme pemerataan informasi dan sumber daya.
Pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan
negara akan memperkuat partisipasi publik dalam
perencanaan dan evaluasi kebijakan. Transparansi
keuangan publik menciptakan hubungan timbal balik
antara pemerintah dan warga negara yang berbasis
kepercayaan. Peningkatan transparansi dan partisipasi
publik menjadi indikator utama kemajuan tata kelola
demokratis di Indonesia.
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BAB 2. Konsep Dasar Akuntansi Sektor Publik

2.1 Pengertian, Tujuan, dan Ruang Lingkup
Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan cabang ilmu
akuntansi yang berfokus pada proses pengidentifikasian,
pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi
keuangan yang dilakukan oleh entitas publik, seperti
pemerintah pusat, daerah, serta lembaga nirlaba yang
menggunakan dana masyarakat. Fungsi utama akuntansi
publik adalah menyediakan informasi yang relevan
untuk pengambilan keputusan publik dan penilaian
kinerja keuangan lembaga negara. Praktik akuntansi ini
bertujuan memastikan pengelolaan sumber daya publik
berjalan sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, dan
akuntabilitas fiskal. Konsep dasar akuntansi publik tidak
hanya menekankan aspek pelaporan, tetapi juga peran
sosial dalam mewujudkan transparansi anggaran. Kajian
akademik menunjukkan bahwa akuntansi publik
berperan sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap
penggunaan dana publik (Muda & Erlina, 2019;
Setyowati et al., 2020). Pemahaman terhadap pengertian
ini menjadi fondasi utama bagi tata kelola keuangan
negara yang bertanggung jawab.

Tujuan utama akuntansi sektor publik adalah
menyediakan informasi keuangan yang dapat digunakan
untuk mengevaluasi kinerja entitas publik dalam
mengelola dana masyarakat. Informasi tersebut
mendukung pengambilan keputusan ekonomi, politik,
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dan sosial yang berbasis data serta mendorong
partisipasi publik dalam pengawasan keuangan negara.
Penerapan akuntansi publik yang konsisten membantu
mencegah penyimpangan keuangan serta memperkuat
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah.
Tujuan ini juga mencerminkan komitmen terhadap tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance)
melalui keterbukaan informasi. Penelitian menunjukkan
bahwa pelaporan keuangan yang transparan berkorelasi
positif dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap
lembaga publik (Rahmawati & Santoso, 2021; Djalil &
Ramdhani, 2022). Keterkaitan antara tujuan akuntansi
dan kepercayaan sosial menjadi dimensi penting dalam
pembangunan kelembagaan publik.

Ruang lingkup akuntansi sektor publik
mencakup berbagai entitas yang mengelola dana publik,
baik bersumber dari pajak, retribusi, hibah, maupun
pinjaman pemerintah. Cakupan ini meliputi lembaga
pemerintah pusat, daerah, lembaga pendidikan, rumah
sakit umum, serta organisasi non-profit yang
memperoleh dana publik. Ruang lingkup ini menuntut
adanya sistem pelaporan yang seragam untuk menjamin
konsistensi dan keterbandingan antar entitas. Akuntansi
publik tidak hanya merekam transaksi keuangan, tetapi
juga menilai kinerja dalam konteks sosial dan pelayanan
publik. Penelitian menunjukkan bahwa perluasan ruang
lingkup akuntansi publik ke sektor sosial memperkuat
efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik (Nugroho &
Taufik, 2020; Sari & Yuliani, 2021). Pengaturan lingkup
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ini memungkinkan penerapan prinsip keuangan negara
yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan sosial.

Penerapan akuntansi sektor publik dibangun atas
dasar kebutuhan untuk memastikan
pertanggungjawaban publik terhadap pengelolaan dana
negara. Sistem akuntansi publik memfasilitasi penyajian
laporan keuangan yang dapat diaudit, diakses, dan
dipahami oleh masyarakat. Peran ini semakin penting
dalam konteks reformasi birokrasi dan digitalisasi
keuangan publik. Pemerintah memerlukan sistem
akuntansi yang mampu menyeimbangkan aspek efisiensi
administratif dengan nilai keadilan sosial. Studi empiris
menunjukkan bahwa reformasi sistem akuntansi publik
berkontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola
fiskal nasional (Wibowo & Haryanto, 2021; Putra &
Gunawan, 2023). Ketepatan informasi keuangan yang
dihasilkan dari sistem ini menjadi indikator utama
transparansi lembaga publik.

Akuntansi sektor publik berbeda dengan
akuntansi komersial karena tujuan dan lingkup
penerapannya berorientasi pada pelayanan publik, bukan
pada pencapaian laba. Akuntansi publik bertujuan
menilai efektivitas penggunaan dana publik serta
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Orientasi non-profit ini menuntut struktur pelaporan
yang menekankan pada pencapaian output dan outcome
kebijakan publik. Keseimbangan antara efisiensi fiskal
dan kepentingan sosial menjadi tantangan dalam
penerapan akuntansi publik. Penelitian menunjukkan
bahwa orientasi pelayanan publik memengaruhi desain
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sistem akuntansi dan indikator kinerja organisasi
pemerintah (Mulyani & Hasanah, 2020; Chalim &
Mardiasmo, 2021). Pemahaman terhadap perbedaan
mendasar ini membantu menghindari bias komersial
dalam praktik akuntansi pemerintahan.

Perkembangan akuntansi publik di Indonesia
mengalami kemajuan signifikan sejak diberlakukannya
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) melalui PP No.
71 Tahun 2010. Standar ini menekankan pentingnya
akuntabilitas keuangan dan peningkatan kualitas laporan
keuangan pemerintah. Implementasi SAP mendorong
peningkatan  kapasitas  akuntan  publik  sektor
pemerintahan dalam menyusun laporan yang transparan
dan dapat diaudit. Proses reformasi akuntansi publik
juga memperkuat sinergi antara lembaga audit dan
entitas pelaporan. Penelitian menunjukkan bahwa
penerapan SAP secara konsisten meningkatkan kualitas
laporan keuangan dan kepercayaan pemangku
kepentingan (Suryani & Widodo, 2019; Hidayat &
Siregar, 2022). Perkembangan ini menjadi momentum
penting bagi pembentukan sistem keuangan publik yang
modern dan akuntabel.

Penguatan sistem akuntansi publik juga berkaitan
dengan penerapan teknologi informasi dalam pelaporan
keuangan pemerintah. Pemanfaatan sistem digital
mempercepat proses pelaporan, meningkatkan akurasi
data, dan memperluas akses publik terhadap informasi
keuangan. Digitalisasi menciptakan peluang untuk
membangun integrasi antarinstansi serta memperkecil
risiko manipulasi data. Implementasi e-government

1 —
FITRIANA, DKK 24



dalam bidang akuntansi menjadi langkah strategis untuk
memperkuat transparansi fiskal nasional. Studi terkini
menegaskan bahwa penggunaan sistem digital akuntansi
publik berpengaruh positif terhadap efisiensi pelaporan
dan kualitas audit (Ramadhan & Kurniawan, 2022; Dewi
& Astuti, 2023). Transformasi digital menjadi pilar
penting dalam modernisasi tata kelola keuangan publik.

Fungsi sosial akuntansi sektor publik terletak
pada kemampuannya menciptakan = pemerataan
informasi keuangan bagi masyarakat. Transparansi
laporan keuangan publik menjadi prasyarat bagi
terbentuknya kontrol sosial yang efektif terhadap
kebijakan fiskal. Masyarakat berhak mengetahui
bagaimana dana publik dialokasikan dan digunakan oleh
lembaga negara. Akses informasi yang terbuka
memungkinkan warga negara menilai sejauh mana
pemerintah menjalankan prinsip keadilan distributif.
Kajian empiris menunjukkan bahwa keterbukaan
akuntansi publik berperan penting dalam mencegah
korupsi dan meningkatkan efisiensi kebijakan publik
(Lestari & Nugraha, 2020; Wulandari & Samosir, 2022).
Fungsi sosial ini memperkuat legitimasi pemerintah di
mata publik melalui akuntabilitas yang terukur.

Konsep keadilan sosial dalam akuntansi publik
menekankan distribusi sumber daya negara yang merata
melalui mekanisme fiskal yang transparan. Penerapan
prinsip keadilan ini membutuhkan laporan keuangan
yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntansi
publik menjadi alat untuk mengawasi kesesuaian antara
kebijakan fiskal dan kebutuhan sosial masyarakat.
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Transparansi anggaran menjadi wujud konkret dari
keadilan fiskal yang berorientasi pada kesejahteraan
bersama. Penelitian menunjukkan bahwa integrasi
antara keadilan sosial dan pelaporan keuangan
memperkuat legitimasi kebijakan publik (Pratiwi &
Yuniarto, 2019; Fadhilah & Susanto, 2021). Dimensi
keadilan sosial ini menjadikan akuntansi publik bukan
hanya praktik teknis, tetapi juga instrumen moral
pemerintahan.

Tujuan akuntansi publik tidak hanya berorientasi
pada kepatuhan hukum, tetapi juga pada penguatan etika
administrasi publik. Pelaporan keuangan yang akurat
mencerminkan tanggung jawab moral aparatur negara
terhadap penggunaan dana publik. Akuntansi publik
berfungsi sebagai cermin kejujuran birokrasi dalam
mempertanggungjawabkan amanah rakyat. Setiap angka
dalam laporan keuangan menggambarkan kualitas
integritas aparatur dan komitmen terhadap keadilan
fiskal. Penelitian membuktikan bahwa nilai etika dalam
pelaporan keuangan publik memiliki dampak signifikan
terhadap persepsi masyarakat terhadap integritas
pemerintah (Sukmawati & Rosdiana, 2020; Handayani
& Syafitri, 2023). Dimensi etis ini menempatkan
akuntansi publik sebagai bagian dari pendidikan moral
institusional.

Pengembangan kompetensi sumber daya
manusia menjadi faktor penting dalam keberhasilan
penerapan akuntansi publik. Profesionalisme akuntan
publik sektor pemerintahan menentukan kualitas laporan
keuangan dan kredibilitas informasi fiskal. Peningkatan
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kapasitas aparatur dilakukan melalui pelatihan
berkelanjutan dan sertifikasi kompetensi sesuai standar
internasional. Kompetensi teknis dan etika profesional
menjadi kombinasi yang menentukan efektivitas sistem
pelaporan. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan
kompetensi akuntan sektor publik berpengaruh
signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan
pemerintah (Rizki & Arifin, 2021; Nuraini & Farid,
2023). Penguatan kapasitas manusia menjadi prasyarat
untuk mewujudkan akuntansi publik yang andal dan
profesional.

Peran lembaga pemeriksa keuangan juga menjadi
bagian integral dari sistem akuntansi publik yang
kredibel. Audit publik memastikan bahwa laporan
keuangan pemerintah disusun sesuai standar dan
mencerminkan  kondisi  sebenarnya. Keterlibatan
lembaga audit independen memperkuat kepercayaan
masyarakat terhadap hasil pelaporan keuangan.
Pengawasan eksternal ini berfungsi sebagai mekanisme
korektif  terhadap potensi penyimpangan dan
ketidakpatuhan.  Penelitian  menyebutkan  bahwa
efektivitas audit publik berkorelasi dengan peningkatan
akuntabilitas fiskal dan efisiensi pengelolaan anggaran
(Halim & Yusuf, 2020; Kurniawati & Nasir, 2022).
Keterpaduan antara akuntansi dan audit menciptakan
ekosistem tata kelola keuangan publik yang
berintegritas.

Ruang lingkup akuntansi sektor publik juga
mencakup pengelolaan aset negara yang menjadi sumber
utama kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan aset yang
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efisien membutuhkan sistem pencatatan yang akurat,
transparan, dan berbasis nilai manfaat. Akuntansi publik
memastikan bahwa aset negara digunakan secara
optimal untuk kepentingan publik dan tidak
disalahgunakan. Pengawasan terhadap pengelolaan aset
memperkuat peran negara sebagai pengelola sumber
daya rakyat. Studi menunjukkan bahwa penerapan
sistem akuntansi aset berbasis nilai manfaat
meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan
kekayaan negara (Wibisono & Ardiansyah, 2021;
Nurdin & Fauziah, 2024). Manajemen aset publik yang
baik menjadi cerminan keberhasilan sistem akuntansi
pemerintahan yang modern.

2.2 Prinsip dan Standar Akuntansi Pemerintahan di
Indonesia

Prinsip akuntansi pemerintahan di Indonesia
dibangun atas dasar akuntabilitas publik dan
transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
Prinsip ini menekankan bahwa setiap transaksi keuangan
harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif
dan substantif kepada masyarakat. Keberadaan prinsip
ini menjadi fondasi utama dalam menciptakan laporan
keuangan yang dapat dipercaya dan sesuai dengan
standar global. Nilai dasar dari akuntansi pemerintahan
mencakup kejujuran, keterbukaan, efisiensi, serta
kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.
Implementasi prinsip akuntansi yang kuat memastikan
stabilitas fiskal dan menghindarkan lembaga publik dari
praktik manipulatif. Penelitian menunjukkan bahwa
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kepatuhan  terhadap prinsip akuntansi  publik
meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan
kepercayaan pemangku kepentingan (Rahman & Dwi,
2019; Zulfikar & Nuraini, 2022).

Prinsip transparansi menjadi komponen utama
dalam sistem akuntansi pemerintahan. Transparansi
memastikan setiap pihak, baik internal maupun
eksternal, memiliki akses terhadap informasi keuangan
yang akurat dan relevan. Prinsip ini tidak hanya
mendukung keterbukaan data, tetapi juga menuntut
konsistensi dalam penyajian laporan keuangan.
Penerapan prinsip transparansi mengurangi asimetri
informasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga
memperkuat legitimasi kebijakan publik. Kajian empiris
menunjukkan bahwa transparansi fiskal memiliki
dampak signifikan terhadap persepsi publik terhadap
integritas pemerintah (Hafiz & Susilawati, 2020;
Widyaningsih & Pramono, 2022). Prinsip ini menjadi
salah satu indikator utama keberhasilan penerapan good
governance dalam sistem akuntansi publik.

Akuntabilitas merupakan prinsip fundamental
lain dalam akuntansi pemerintahan. Prinsip ini menuntut
setiap lembaga negara untuk dapat menjelaskan,
membuktikan, dan mempertanggungjawabkan
penggunaan sumber daya publik. Akuntabilitas
mencakup dimensi keuangan, administratif, dan kinerja.
Pelaporan yang akuntabel mencerminkan integritas
manajerial serta kesesuaian penggunaan anggaran
dengan tujuan kebijakan. Penguatan akuntabilitas fiskal
memperkecil potensi penyalahgunaan wewenang dan
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meningkatkan efisiensi alokasi anggaran. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip
akuntabilitas fiskal meningkatkan kinerja lembaga
publik secara signifikan (Nurhadi & Putri, 2020;
Mulyono & Dewi, 2021). Prinsip ini memastikan bahwa
setiap pengeluaran negara memiliki nilai manfaat yang
jelas bagi masyarakat.

Prinsip keandalan (reliability) juga menjadi
elemen penting dalam akuntansi pemerintahan.
Keandalan menuntut agar laporan keuangan disusun
berdasarkan data yang valid, objektif, dan bebas dari bias
kepentingan politik. Laporan yang andal memungkinkan
auditor, legislatif, dan publik melakukan penilaian yang
tepat terhadap kinerja fiskal pemerintah. Keandalan data
juga mendukung pengambilan keputusan kebijakan yang
berbasis bukti (evidence-based policy). Studi empiris
menunjukkan bahwa kualitas data akuntansi publik
berpengaruh langsung terhadap efektivitas pengawasan
keuangan negara (Santosa & Irawan, 2019; Wardani &
Lestari, 2023). Prinsip keandalan memastikan bahwa
sistem  akuntansi  pemerintahan  tidak  hanya
administratif, tetapi juga ilmiah.

Prinsip relevansi dalam akuntansi pemerintahan
mengacu pada penyajian informasi yang berguna bagi
pengambilan keputusan publik. Laporan keuangan harus
menyediakan informasi yang mampu menjelaskan
kondisi fiskal secara aktual dan membantu dalam
perumusan kebijakan ekonomi. Informasi yang relevan
membantu pemerintah dalam mengidentifikasi prioritas
anggaran dan memprediksi risiko fiskal. Relevansi juga
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terkait  dengan  kemampuan  laporan  untuk
mencerminkan dampak sosial dari kebijakan publik.
Kajian akademik menunjukkan bahwa relevansi laporan
keuangan publik berkontribusi terhadap efektivitas
kebijakan fiskal dan efisiensi pengeluaran negara
(Darmawan & Fitriani, 2021; Yusuf & Rahman, 2023).
Prinsip ini menjadikan akuntansi pemerintahan sebagai
instrumen strategis dalam manajemen fiskal nasional.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di
Indonesia merupakan pedoman normatif yang mengatur
penyusunan laporan keuangan pemerintah. SAP disusun
oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)
dan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010. Standar ini bertujuan menciptakan
keseragaman, keterbandingan, dan keandalan laporan
keuangan antar entitas pemerintahan. SAP mencakup
prinsip accrual basis sebagai dasar pengakuan transaksi
keuangan yang lebih komprehensif. Penggunaan basis
akrual membantu mencerminkan posisi keuangan yang
sebenarnya dan mendukung efisiensi fiskal. Penelitian
menunjukkan bahwa penerapan SAP berbasis akrual
meningkatkan transparansi dan akurasi pelaporan
keuangan pemerintah (Andayani & Siregar, 2019;
Nugroho & Prasetyo, 2021).

Penerapan SAP berbasis akrual menandai
perubahan paradigma dari pendekatan kas menuju
pendekatan berbasis waktu pengakuan transaksi.
Perubahan ini meningkatkan kemampuan pemerintah
dalam mengukur aset, kewajiban, dan ekuitas secara
tepat. Basis akrual juga memungkinkan pengukuran
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kinerja keuangan yang lebih realistis dengan
mempertimbangkan hak dan kewajiban ekonomi yang
belum direalisasikan. Pemerintah pusat dan daerah
diwajibkan mengadopsi sistem akuntansi akrual secara
bertahap untuk memastikan kesiapan teknis dan
administratif. Kajian empiris menunjukkan bahwa
adopsi basis akrual meningkatkan akuntabilitas dan
efisiensi manajerial dalam entitas pemerintahan (Fauzi
& Hartono, 2020; Prabowo & Sari, 2022). Reformasi ini
memperkuat integritas sistem pelaporan keuangan
nasional.

Prinsip konsistensi dalam akuntansi
pemerintahan menuntut penerapan metode dan
kebijakan akuntansi secara berkelanjutan dari periode ke
periode. Konsistensi diperlukan agar laporan keuangan
dapat dibandingkan antar tahun dan antar entitas.
Ketidakkonsistenan dalam penerapan metode dapat
menimbulkan distorsi informasi dan mengurangi
kepercayaan pengguna laporan. Pemerintah harus
memastikan kebijakan akuntansi diterapkan secara
seragam, kecuali terdapat perubahan kebijakan nasional
yang disahkan secara resmi. Penelitian menunjukkan
bahwa konsistensi kebijakan akuntansi berpengaruh
signifikan terhadap keandalan dan transparansi
pelaporan fiskal (Ismail & Rachmawati, 2021; Herlina
& Fauzan, 2023). Prinsip ini mendukung stabilitas
pelaporan dan kredibilitas fiskal pemerintah.

Pemerintah Indonesia menerapkan berbagai
kebijakan untuk memperkuat implementasi SAP secara
nasional. Pembinaan dan sosialisasi dilakukan oleh
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Kementerian Keuangan serta Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna memastikan
pemahaman yang seragam di seluruh level
pemerintahan. Upaya ini juga mencakup pelatihan
tenaga akuntansi dan auditor publik agar mampu
menyesuaikan dengan perubahan regulasi. Pemerintah
berupaya memperkecil kesenjangan pemahaman antara
pemerintah pusat dan daerah dalam menerapkan standar
pelaporan. Studi terbaru menunjukkan bahwa pelatihan
dan pembinaan intensif meningkatkan efektivitas
penerapan SAP di daerah (Wijayanti & Nurfaizah, 2022;
Santika & Dwi, 2023). Strategi ini menunjukkan
komitmen nasional terhadap penguatan akuntabilitas
publik.

Standar pelaporan keuangan pemerintah tidak
hanya mencakup laporan realisasi anggaran, tetapi juga
laporan operasional, laporan arus kas, neraca, dan
catatan atas laporan keuangan. Komponen laporan
tersebut mencerminkan aktivitas fiskal dari berbagai
dimensi, mulai dari penerimaan, belanja, hingga
perubahan aset dan kewajiban. Laporan-laporan ini
menjadi instrumen utama bagi pengambilan keputusan
ekonomi makro dan pengawasan publik. Keterpaduan
antar laporan mencerminkan efisiensi sistem pelaporan
keuangan pemerintah. Kajian akademik menunjukkan
bahwa kelengkapan komponen laporan keuangan
meningkatkan keandalan dan kredibilitas sistem
akuntansi publik (Hutabarat & Sugianto, 2019; Salsabila
& Fitriana, 2023). Standar ini menciptakan sistem
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pelaporan yang komprehensif dan informatif bagi
seluruh pemangku kepentingan.

Penerapan prinsip dan standar akuntansi
pemerintahan juga berperan penting dalam peningkatan
kualitas audit publik. Audit yang berkualitas bergantung
pada kelengkapan dan keakuratan data keuangan yang
dihasilkan dari sistem akuntansi. Keterpaduan antara
SAP dan prosedur audit memperkuat efektivitas
pengawasan eksternal terhadap lembaga pemerintah.
Kualitas audit menjadi cermin  keberhasilan
implementasi prinsip akuntansi yang baik. Penelitian
menunjukkan bahwa kesesuaian antara pelaporan
keuangan dan standar audit meningkatkan efektivitas
pemeriksaan oleh lembaga pengawas (Rahardja &
Siregar, 2021; Firdaus & Hidayat, 2024). Integrasi antara
akuntansi dan audit memperkuat kredibilitas tata kelola
keuangan publik.

Prinsip dan standar akuntansi pemerintahan di
Indonesia mencerminkan komitmen negara terhadap tata
kelola keuangan yang transparan, efisien, dan
berkeadilan. Sistem ini menjadi instrumen penting untuk
mewujudkan pemerintahan yang bersih serta mendorong
partisipasi publik dalam pengawasan fiskal. Kualitas
pelaporan keuangan pemerintah menjadi indikator
utama keberhasilan reformasi birokrasi dan stabilitas
ekonomi nasional. Akuntansi pemerintahan yang
berstandar tinggi memberikan dasar kuat bagi
penyusunan kebijakan fiskal yang responsif dan
berkelanjutan.  Penelitian ~ menunjukkan  bahwa
keberhasilan implementasi standar ~ akuntansi
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pemerintahan  berkontribusi  langsung  terhadap
kredibilitas fiskal negara (Utami & Gunawan, 2022;
Mahendra & Oktaviani, 2023). Komitmen terhadap
prinsip dan standar akuntansi publik menjadi kunci
utama menuju tata kelola keuangan negara yang modern
dan akuntabel.

2.3 Perbedaan Akuntansi Sektor Publik dan
Akuntansi Komersial

Akuntansi sektor publik dan akuntansi komersial
memiliki perbedaan mendasar dalam tujuan pelaporan
dan karakteristik entitasnya. Akuntansi sektor publik
berfokus pada penyajian informasi yang mencerminkan
akuntabilitas dan transparansi terhadap masyarakat,
bukan pada pengukuran laba sebagaimana pada
akuntansi komersial (Purwanti & Nugraha, 2021).
Pelaporan keuangan sektor publik menitikberatkan pada
pertanggungjawaban  pengelolaan dana  publik,
sedangkan akuntansi komersial diarahkan untuk
memberikan informasi kepada investor dan kreditur
(Rahmawati & Yuliana, 2022). Perbedaan orientasi
tersebut memengaruhi struktur laporan keuangan,
standar akuntansi, dan indikator kinerja yang digunakan
oleh masing-masing sistem. Penggunaan basis akrual
dalam akuntansi publik juga memiliki tujuan untuk
meningkatkan transparansi fiskal, bukan sekadar
pengakuan laba-rugi sebagaimana entitas bisnis.
Penekanan pada nilai sosial menjadi pembeda utama
dalam pengelolaan keuangan publik.
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Tujuan utama akuntansi komersial adalah untuk
mengukur kinerja keuangan yang diwakili oleh laba,
sedangkan akuntansi publik menekankan pada
efektivitas penggunaan dana publik. Entitas bisnis harus
mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pemilik
modal, sedangkan entitas publik bertanggung jawab
kepada masyarakat dan lembaga legislatif (Hasanah &
Firdaus, 2020). Pendekatan laba dalam akuntansi
komersial menyebabkan orientasi pada efisiensi
ekonomi, sedangkan akuntansi sektor publik
menitikberatkan pada efisiensi pelayanan (Yulianto &
Wahyudi, 2021). Konsep nilai publik lebih dominan
dalam akuntansi sektor publik karena tujuannya
memastikan keadilan dan manfaat sosial dari
pengeluaran pemerintah. Oleh sebab itu, keberhasilan
akuntansi publik tidak diukur dengan laba tetapi dengan
tingkat kesejahteraan sosial yang tercapai. Orientasi ini
menuntut pemimpin publik untuk memahami prinsip
keuangan berbasis akuntabilitas sosial.

Struktur laporan keuangan juga membedakan
kedua sistem akuntansi tersebut secara signifikan.
Laporan keuangan sektor publik mencakup Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas,
dan Catatan atas Laporan Keuangan yang berorientasi
pada tanggung jawab fiskal (Pratiwi & Sari, 2021).
Dalam sektor komersial, laporan keuangan terdiri dari
Laporan Laba Rugi, Neraca, dan Arus Kas yang
mencerminkan kinerja keuangan perusahaan (Lestari &
Gunawan, 2022). Bentuk laporan dalam akuntansi
publik disusun untuk menunjukkan kesesuaian antara
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anggaran dan realisasi, sehingga menegaskan
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Penggunaan
terminologi seperti  “pendapatan” dan “belanja”
menggantikan  istilah  “penjualan” dan “biaya”
sebagaimana pada laporan bisnis. Perbedaan ini
menunjukkan bahwa konteks tujuan pelaporan
memengaruhi bahasa dan struktur akuntansi yang
digunakan. Keseluruhan komponen laporan publik
bertujuan memperkuat kepercayaan publik terhadap
institusi pemerintah.

Prinsip dasar dalam akuntansi komersial dan
publik juga memiliki nuansa yang berbeda dalam
implementasinya. ~ Akuntansi ~ komersial ~ lebih
menekankan pada prinsip kesinambungan usaha (going
concern), sedangkan akuntansi publik berfokus pada
prinsip keberlanjutan layanan publik (service continuity)
(Fitriani & Adnan, 2019). Penggunaan prinsip akrual
dalam sektor publik tidak dimaksudkan untuk mengejar
efisiensi finansial, melainkan untuk meningkatkan
akurasi pengakuan pendapatan dan beban guna
mendukung transparansi (Hidayat & Marlina, 2020).
Perbedaan  dalam sistem pengukuran tersebut
memengaruhi cara pengambilan keputusan dalam
organisasi. Akuntansi publik harus mengintegrasikan
aspek sosial dan hukum dalam pelaporannya karena
dana yang dikelola berasal dari pajak masyarakat.
Dengan demikian, akuntansi sektor publik tidak dapat
diperlakukan semata sebagai instrumen teknis,
melainkan juga sebagai alat moral dan sosial.
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Entitas pengguna laporan juga menjadi faktor
pembeda antara akuntansi publik dan komersial.
Pengguna utama laporan keuangan publik mencakup
parlemen, lembaga pengawas, dan masyarakat luas,
sedangkan laporan komersial digunakan oleh pemegang
saham, investor, dan kreditor (Nasution & Hartono,
2021). Perbedaan pengguna menyebabkan variasi dalam
jenis informasi yang dibutuhkan. Dalam akuntansi
publik, laporan harus menjelaskan efektivitas
penggunaan dana, sedangkan dalam akuntansi
komersial, laporan berfokus pada profitabilitas dan
kinerja investasi (Suryani & Fitria, 2022). Kebutuhan
akan transparansi publik menjadikan akuntansi publik
memiliki dimensi politik dan sosial yang kuat.
Akuntansi publik juga berperan sebagai instrumen
legitimasi dalam sistem demokrasi fiskal. Setiap laporan
keuangan pemerintah harus mampu menunjukkan
akuntabilitas etis terhadap kepentingan rakyat.

Perbedaan dasar lainnya terletak pada sistem
penganggaran. Akuntansi sektor publik berorientasi
pada anggaran (budget-oriented), sedangkan akuntansi
komersial berorientasi pada laba (profit-oriented)
(Wulandari & Kurniawan, 2020). Dalam organisasi
publik, anggaran menjadi alat utama perencanaan dan
pengendalian, sedangkan dalam sektor bisnis, laba
menjadi tolok ukur kesuksesan operasional (Utami &
Rosyid, 2021). Akuntansi publik menuntut kesesuaian
antara pelaksanaan dan perencanaan anggaran agar tidak
menimbulkan penyimpangan dalam penggunaan dana
publik. Orientasi ini menciptakan hubungan erat antara
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akuntansi dan  kebijakan  fiskal = pemerintah.
Pengendalian anggaran menjadi bentuk nyata dari
akuntabilitas publik. Kinerja akuntansi publik yang
efektif akan mendukung legitimasi kebijakan keuangan
negara di mata masyarakat.

Sistem audit juga memperlihatkan perbedaan
yang substansial. Audit sektor publik difokuskan pada
aspek kepatuhan terhadap peraturan perundangan,
efisiensi, dan efektivitas program, bukan hanya
kewajaran laporan keuangan (Ramadhani & Kusuma,
2022). Audit dalam sektor komersial lebih menekankan
pada keandalan informasi untuk kepentingan investor
dan kreditor (Sari & Dewi, 2021). Pemeriksa Keuangan
seperti BPK memiliki mandat konstitusional untuk
memastikan bahwa setiap dana publik digunakan sesuai
ketentuan hukum. Sementara itu, audit swasta berfungsi
untuk menjamin keandalan informasi finansial bagi
pemangku kepentingan pasar. Perbedaan fokus audit
tersebut memperkuat karakter sosial dari akuntansi
publik. Tujuan utamanya bukan untuk menilai
profitabilitas, melainkan integritas penggunaan dana
publik.

Kerangka regulasi juga menjadi aspek
pembedaan antara kedua sistem akuntansi. Akuntansi
sektor publik diatur melalui peraturan pemerintah seperti
PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP), sedangkan akuntansi komersial
berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
yang dikeluarkan oleh TAI (Dewi & Setiawan, 2019).
Regulasi publik memiliki dimensi hukum yang lebih
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kuat karena berkaitan langsung dengan
pertanggungjawaban negara. Akuntansi komersial
bersifat lebih fleksibel karena disusun berdasarkan
kebutuhan pasar modal dan entitas bisnis. Pengaruh
kebijakan fiskal dan politik terhadap akuntansi publik
juga lebih signifikan dibandingkan dengan sektor
swasta. Kekuatan hukum dalam pengaturan akuntansi
publik menegaskan perannya sebagai instrumen
pemerintahan yang sah dan terukur. Hal ini
menunjukkan bahwa konteks kelembagaan sangat
memengaruhi karakter akuntansi.

Sementara itu, sistem insentif dan motivasi
pengguna laporan juga berbeda antara sektor publik dan
swasta. Dalam akuntansi publik, motivasi utama adalah
tanggung jawab sosial dan kepercayaan publik,
sedangkan dalam akuntansi komersial lebih pada
pencapaian keuntungan (Rohim & Fauziah, 2020).
Faktor moral menjadi elemen penting dalam akuntansi
publik karena berkaitan dengan dana yang berasal dari
rakyat (Prasetyo & Hidayah, 2021). Setiap
penyimpangan dalam pelaporan publik dapat mengikis
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Laporan
publik yang transparan menjadi instrumen legitimasi etis
bagi institusi negara. Oleh karena itu, nilai moral dan
etika menjadi bagian integral dalam pelaksanaan
akuntansi publik. Integritas pelaporan menjadi indikator
utama profesionalitas aparatur publik.

Sistem pelatihan dan kompetensi sumber daya
manusia juga menunjukkan perbedaan mendasar.
Aparatur publik perlu memahami prinsip akuntansi
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berbasis pemerintahan yang menekankan akuntabilitas,
sementara akuntan swasta lebih menekankan pada
profitabilitas dan efisiensi usaha (Munandar & Susanto,
2020). Pendidikan akuntansi publik harus mencakup
pemahaman tentang hukum keuangan negara, kebijakan
fiskal, dan sistem pengawasan (Andini & Nurul, 2022).
Kompetensi etis dan integritas menjadi kunci dalam
menjaga kredibilitas pelaporan publik. Akuntan publik
juga dituntut untuk memiliki kesadaran sosial yang
tinggi terhadap implikasi kebijakan fiskal terhadap
masyarakat. Perbedaan orientasi kompetensi ini
menegaskan bahwa akuntansi publik merupakan profesi
yang tidak hanya teknis, tetapi juga etis dan sosial.
Perbandingan keseluruhan antara akuntansi
sektor publik dan komersial menunjukkan bahwa
keduanya memiliki tujuan dan tanggung jawab yang
berbeda meskipun menggunakan prinsip dasar yang
sama. Akuntansi publik lebih menekankan pada
pertanggungjawaban sosial, sementara akuntansi
komersial berfokus pada kesejahteraan pemegang saham
(Astuti & Yuliani, 2021). Perbedaan fungsi tersebut
menegaskan bahwa akuntansi bukan hanya alat
pencatatan transaksi, tetapi juga refleksi nilai dan tujuan
institusi (Saputra & Widodo, 2022). Akuntansi publik
berperan dalam memperkuat legitimasi demokrasi fiskal
melalui transparansi dan akuntabilitas. Perbedaan ini
menciptakan ruang bagi pengembangan sistem
pelaporan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pemahaman mendalam terhadap kedua jenis akuntansi
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tersebut penting agar kebijakan publik dapat dijalankan
secara efektif dan berkeadilan.
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BAB 3. Akuntabilitas dan Transparansi dalam
Pengelolaan Keuangan Publik

3.1 Konsep Akuntabilitas Publik dalam Perspektif
Tata Kelola Pemerintahan

Akuntabilitas  publik  merupakan elemen
fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik
karena memastikan bahwa setiap tindakan dan
keputusan aparatur negara dapat
dipertanggungjawabkan secara etis, hukum, dan
administratif. Pemerintah wajib memberikan laporan
yang transparan terkait penggunaan sumber daya publik
kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab
moral dan politik (Kadir & Susanto, 2020). Dalam
konteks keuangan publik, akuntabilitas berarti adanya
kewajiban untuk menjelaskan bagaimana dana publik
dikelola, dialokasikan, dan digunakan untuk
kepentingan umum (Hapsari & Dewi, 2021).
Akuntabilitas tidak hanya sebatas kepatuhan terhadap
aturan, melainkan juga mencakup integritas dalam
proses pengambilan keputusan fiskal. Nilai-nilai
keterbukaan dan kejujuran menjadi dasar moral dalam
pelaksanaan akuntabilitas keuangan negara. Pemerintah
yang memiliki sistem akuntabilitas kuat akan lebih
dipercaya oleh publik dalam mengelola anggaran
negara.

Konsep akuntabilitas publik terus mengalami
perkembangan seiring dengan meningkatnya tuntutan
masyarakat terhadap transparansi pemerintahan.
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Akuntabilitas kini tidak hanya dimaknai sebagai
pelaporan administratif, tetapi juga mencakup tanggung
jawab  sosial terhadap hasil kebijakan publik
(Rachmawati & Prabowo, 2020). Prinsip ini
menegaskan bahwa pemerintah harus menunjukkan
efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam
mencapai kesejahteraan masyarakat (Fitriani & Hidayat,
2021). Dalam konteks tata kelola pemerintahan modern,
akuntabilitas berfungsi sebagai mekanisme kontrol
publik terhadap kekuasaan. Masyarakat memiliki hak
untuk mengetahui sejauh mana pemerintah mengelola
dana publik secara bertanggung jawab. Perubahan
paradigma ini mendorong akuntansi sektor publik untuk
berperan aktif sebagai alat verifikasi dan evaluasi
kebijakan fiskal.

Tata kelola pemerintahan yang baik atau good
governance tidak dapat dipisahkan dari prinsip
akuntabilitas publik. Konsep good governance
menekankan adanya transparansi, partisipasi, dan
akuntabilitas sebagai tiga pilar utama dalam
menciptakan pemerintahan yang bersih dan efektif
(Handayani & Nasution, 2020). Akuntabilitas menjadi
pilar utama karena menyangkut kewajiban moral dan
hukum bagi pejabat publik untuk
mempertanggungjawabkan tindakannya (Suryani &
Putra, 2021). Penerapan akuntabilitas dalam sistem
pemerintahan memberikan arah yang jelas terhadap
pengelolaan sumber daya negara. Mekanisme audit dan
pelaporan  keuangan  berperan penting dalam
memastikan tidak adanya penyalahgunaan anggaran.
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Keterbukaan informasi publik menjadi syarat utama agar
akuntabilitas dapat berjalan efektif dalam sistem
demokrasi modern.

Penerapan akuntabilitas publik menuntut adanya
sistem administrasi keuangan yang transparan dan
berbasis data yang dapat diverifikasi. Proses pelaporan
harus dilakukan secara konsisten, tepat waktu, dan dapat
diakses oleh publik untuk menjaga kepercayaan
masyarakat terhadap institusi pemerintah (Lestari &
Prasetyo, 2019). Kegagalan dalam menyediakan
informasi keuangan yang jelas dapat menimbulkan
persepsi negatif terhadap integritas lembaga pemerintah
(Yuliana & Hidayah, 2020). Oleh karena itu, pemerintah
perlu memperkuat sistem pelaporan keuangan berbasis
akrual untuk memberikan gambaran yang lebih
komprehensif mengenai posisi keuangan negara. Sistem
ini tidak hanya menilai efisiensi penggunaan anggaran,
tetapi juga menilai efektivitas program publik.
Akuntansi publik berperan penting dalam menyediakan
data yang akurat bagi proses evaluasi tersebut.

Dalam konteks desentralisasi fiskal,
akuntabilitas publik menjadi semakin penting karena
tanggung jawab keuangan tidak lagi terpusat di tingkat
nasional. Pemerintah daerah memiliki peran strategis
dalam mengelola anggaran yang bersumber dari dana
publik (Rohim & Kurniawan, 2021). Tanggung jawab
pelaporan keuangan harus disesuaikan dengan
karakteristik lokal dan kebutuhan masyarakat setempat
(Fauzi & Astuti, 2020). Akuntabilitas di tingkat daerah
mencakup kewajiban untuk menjelaskan realisasi
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anggaran serta dampak sosial dari program
pembangunan. Mekanisme pelaporan keuangan daerah
harus mampu menampilkan hubungan antara input,
output, dan outcome kebijakan publik. Prinsip ini
memperkuat posisi masyarakat sebagai pengawas
terhadap kinerja fiskal daerah. Keterlibatan publik dalam
menilai laporan keuangan daerah juga merupakan
bentuk konkret demokrasi fiskal.

Akuntabilitas publik memiliki dimensi politik,
hukum, dan administratif yang saling berkaitan. Dimensi
politik mengacu pada tanggung jawab pejabat publik
kepada rakyat melalui lembaga perwakilan, sedangkan
dimensi hukum menegaskan kepatuhan terhadap
peraturan perundangan yang berlaku (Nuraini &
Gunawan, 2022). Dimensi administratif menuntut
keakuratan dan keteraturan dalam pencatatan serta
pelaporan keuangan (Pratiwi & Sari, 2020). Sinergi
antara ketiga dimensi ini menghasilkan sistem
akuntabilitas yang efektif dan dapat
dipertanggungjawabkan. = Pemerintah yang gagal
menyeimbangkan ketiga aspek tersebut cenderung
menghadapi penurunan kepercayaan publik.
Akuntabilitas yang lemah juga membuka peluang bagi
terjadinya praktik korupsi dan inefisiensi dalam
birokrasi. Keseimbangan dimensi ini menjadi syarat
utama bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang
baik.

Aspek akuntabilitas juga mencakup kemampuan
pemerintah untuk menilai kinerja program publik secara
objektif dan berbasis data. Evaluasi program harus
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dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif
untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan
(Santoso & Hapsari, 2021). Laporan keuangan publik
harus mampu menggambarkan kinerja kebijakan secara
utuh, termasuk manfaat sosial yang dihasilkan bagi
masyarakat (Nugroho & Yulianti, 2022). Pendekatan ini
memperkuat fungsi akuntansi sebagai alat pengendalian
dan perencanaan dalam manajemen publik. Evaluasi
berbasis akuntabilitas juga mendorong pengambilan
keputusan yang lebih rasional dan transparan.
Pemerintah yang mampu menunjukkan hasil nyata dari
kebijakan publik akan mendapatkan legitimasi yang kuat
dari masyarakat. Prinsip ini menjadikan akuntabilitas
sebagai instrumen kepercayaan dalam sistem demokrasi.

Partisipasi masyarakat menjadi faktor penting
dalam memperkuat akuntabilitas publik. Masyarakat
harus  dilibatkan  dalam  proses  perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik (Andini
& Prabowo, 2021). Keterlibatan ini memungkinkan
adanya kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah dan
penggunaan anggaran (Putri & Lestari, 2020).
Akuntabilitas tanpa partisipasi publik akan bersifat
administratif semata tanpa makna substantif. Oleh
karena itu, sistem pelaporan keuangan publik harus
disusun dalam format yang mudah dipahami oleh
masyarakat umum. Penggunaan teknologi informasi
seperti portal transparansi fiskal menjadi sarana efektif
untuk memperkuat akses publik terhadap data keuangan
pemerintah. Partisipasi masyarakat yang aktif akan
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memperkuat mekanisme kontrol dan mempersempit
ruang penyalahgunaan dana publik.

Akuntabilitas publik yang efektif memerlukan
dukungan  institusional  dari  lembaga-lembaga
pengawasan dan audit independen. Lembaga seperti
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berperan penting
dalam memastikan kebenaran dan keandalan laporan
keuangan pemerintah (Hidayat & Firmansyah, 2019).
Audit eksternal memberikan jaminan bagi publik bahwa
pengelolaan keuangan negara dilakukan sesuai dengan
prinsip akuntabilitas dan transparansi (Dewi & Rahman,
2021). Selain itu, keberadaan lembaga pengawasan
internal seperti Inspektorat Jenderal membantu menjaga
integritas dalam pelaksanaan anggaran. Sinergi antara
pengawasan internal dan eksternal menjadi kunci
keberhasilan akuntabilitas publik. Pengawasan yang
kuat memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat
diidentifikasi dan diperbaiki secara cepat. Sistem ini
memperkuat integritas manajemen keuangan negara
secara keseluruhan.

Penerapan prinsip akuntabilitas publik yang baik
akan menghasilkan efek berantai terhadap peningkatan
kepercayaan publik dan efektivitas  birokrasi.
Akuntabilitas yang terjaga menciptakan lingkungan
pemerintahan yang efisien, transparan, dan bebas dari
penyalahgunaan wewenang (Yulianto & Mabhardika,
2021). Pemerintah yang mampu
mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara
terbuka akan mendapatkan legitimasi moral dari
masyarakat (Astuti & Wardhana, 2020). Akuntabilitas
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juga berfungsi sebagai alat untuk memperkuat hubungan
antara pemerintah dan warga negara dalam sistem
demokrasi  fiskal. Kinerja fiskal yang dapat
dipertanggungjawabkan menjadi indikator keberhasilan
tata kelola pemerintahan modern. Dengan demikian,
akuntabilitas  publik bukan sekadar kewajiban
administratif, tetapi juga fondasi moral dalam
menjalankan amanah keuangan negara.

3.2 Transparansi Fiskal dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah

Transparansi fiskal merupakan pilar penting
dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang
akuntabel dan demokratis. Pemerintah diwajibkan untuk
membuka informasi fiskal secara luas kepada publik
agar setiap warga negara dapat mengawasi penggunaan
dana publik (Hapsari & Rahman, 2020). Prinsip
keterbukaan ini memperkuat kepercayaan masyarakat
terhadap institusi publik serta mendorong terciptanya
kontrol sosial yang efektif (Nasution & Fitria, 2021).
Transparansi fiskal tidak hanya menyangkut pelaporan
keuangan, tetapi juga mencakup proses perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi anggaran. Penerapan prinsip
ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk
memahami bagaimana kebijakan fiskal dijalankan dan
apa dampaknya terhadap kesejahteraan publik.
Keterbukaan fiskal pada akhirnya menjadi instrumen
demokrasi ekonomi yang menjamin keadilan distribusi
sumber daya negara.
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Pelaporan keuangan pemerintah merupakan
instrumen utama dalam pelaksanaan transparansi fiskal
karena menyediakan informasi faktual mengenai posisi
keuangan negara. Laporan keuangan yang disusun
dengan prinsip keandalan, relevansi, dan keterbandingan
akan memperkuat akuntabilitas pemerintah terhadap
publik (Suryani & Putra, 2020). Keterbukaan dalam
laporan keuangan memungkinkan masyarakat dan
lembaga pengawas untuk menilai efektivitas kebijakan
fiskal (Pratiwi & Hartono, 2021). Pemerintah harus
memastikan bahwa laporan tersebut disusun sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) agar
dapat dipercaya secara hukum dan profesional. Prinsip
pelaporan berbasis akrual memperluas transparansi
dengan mencatat seluruh kewajiban dan aset negara
secara menyeluruh. Keberadaan laporan keuangan yang
transparan menjadi bukti konkret dari komitmen
pemerintah terhadap tata kelola fiskal yang baik.

Transparansi fiskal tidak dapat dipisahkan dari
tanggung jawab etis pemerintah dalam mengelola
sumber daya publik. Pemerintah memiliki kewajiban
moral untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang
dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi
masyarakat (Fauzi & Kurniawan, 2019). Keterbukaan
informasi anggaran juga menjadi sarana untuk
mencegah penyimpangan dan praktik korupsi (Rohim &
Santosa, 2020). Laporan keuangan yang dapat diakses
publik memberikan kesempatan bagi warga untuk
mengawasi secara langsung pelaksanaan program-
program pemerintah. Keterlibatan publik dalam
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memantau pelaporan keuangan akan memperkuat
legitimasi fiskal. Transparansi yang diterapkan secara
konsisten mampu meningkatkan efisiensi administrasi
pemerintahan. Keterbukaan menjadi fondasi utama
dalam membangun kepercayaan publik terhadap
kebijakan fiskal.

Kualitas transparansi fiskal dipengaruhi oleh
kemampuan pemerintah dalam menyediakan data yang
akurat, tepat waktu, dan mudah dipahami. Pelaporan
keuangan yang disusun secara formalistik tanpa
memperhatikan ~ aksesibilitas ~ publik  berpotensi
menghambat fungsi transparansi (Handayani & Yuliana,
2021). Pemerintah harus mengembangkan sistem
informasi keuangan yang interaktif agar masyarakat
dapat menelusuri penggunaan anggaran secara mandiri
(Fitriani & Nugroho, 2020). Penerapan teknologi digital
seperti open data portal menjadi inovasi strategis dalam
memperluas  keterbukaan  fiskal.  Sistem  ini
memungkinkan publik untuk memantau realisasi
anggaran dan capaian kinerja secara real time.
Implementasi  digitalisasi keuangan publik juga
mendorong efisiensi administrasi dan pengawasan yang
lebih akurat. Kualitas informasi fiskal yang tinggi
menjadi indikator keberhasilan reformasi akuntansi
sektor publik.

Prinsip transparansi fiskal juga mencakup
keterbukaan terhadap risiko dan asumsi yang digunakan
dalam penyusunan kebijakan anggaran. Pemerintah
harus menjelaskan secara terbuka dasar pertimbangan
dalam menetapkan target penerimaan dan pengeluaran
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negara (Rachmawati & Prabowo, 2020). Informasi
mengenai risiko fiskal seperti utang publik dan defisit
anggaran harus disajikan secara jelas agar masyarakat
dapat memahami kondisi keuangan negara (Hidayat &
Firmansyah, 2021). Keterbukaan terhadap risiko fiskal
menunjukkan  bahwa  pemerintah tidak hanya
menampilkan keberhasilan, tetapi juga menghadapi
tantangan secara jujur. Transparansi dalam hal ini
menciptakan hubungan timbal balik antara kepercayaan
publik dan tanggung jawab pemerintah. Pelaporan fiskal
yang realistis menjadi dasar bagi stabilitas ekonomi
makro yang berkelanjutan. Kejujuran informasi fiskal
mencerminkan integritas moral penyelenggara negara.
Dalam konteks otonomi daerah, transparansi
fiskal menjadi sarana penting untuk memastikan
pemerataan dan keadilan dalam distribusi anggaran.
Pemerintah daerah harus menyajikan laporan keuangan
yang menggambarkan hubungan antara alokasi anggaran
dan hasil pembangunan lokal (Setiawan & Dewi, 2019).
Laporan keuangan daerah yang terbuka akan membantu
masyarakat dalam mengevaluasi sejauh mana kebijakan
publik  memberikan manfaat bagi  wilayahnya
(Munandar & Hapsari, 2020). Transparansi fiskal di
tingkat daerah juga berperan dalam memperkuat
akuntabilitas kepala daerah terhadap dewan perwakilan
rakyat daerah dan masyarakat. Sistem pelaporan daerah
yang baik akan mendorong efisiensi penggunaan dana
transfer dan pendapatan asli daerah. Kejelasan informasi
fiskal menjadi sarana penting dalam mencegah
penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran daerah.
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Pemerataan informasi publik berkontribusi langsung
pada peningkatan kualitas demokrasi lokal.

Keterbukaan fiskal harus didukung oleh
mekanisme pengawasan yang independen dan
berkelanjutan. Lembaga audit eksternal seperti BPK
memiliki peran penting dalam memastikan keandalan
laporan keuangan pemerintah (Lestari & Gunawan,
2020). Audit publik memberikan validasi objektif
terhadap klaim transparansi fiskal yang disampaikan
pemerintah (Astuti & Wardhana, 2021). Pemeriksaan
keuangan yang independen membantu mengidentifikasi
kesalahan material dan penyimpangan dalam pelaporan
anggaran. Hasil audit juga menjadi dasar bagi reformasi
kebijakan fiskal yang lebih efisien dan transparan.
Keterlibatan lembaga pengawasan internal seperti
Inspektorat Jenderal turut memperkuat sistem
pengendalian internal pemerintah. Kolaborasi antara
audit internal dan eksternal menjadi fondasi dalam
menjaga transparansi fiskal yang berkelanjutan.
Pengawasan yang kredibel memastikan bahwa
pelaporan fiskal bukan hanya formalitas, melainkan
wujud tanggung jawab publik.

Aspek transparansi fiskal juga berkaitan dengan
komunikasi publik yang efektif. Pemerintah harus
mampu menyampaikan informasi fiskal dengan bahasa
yang mudah dipahami tanpa mengurangi kedalaman
analisisnya (Putri & Rahmawati, 2021). Keterbukaan
data tanpa penjelasan yang memadai dapat
menimbulkan salah persepsi di masyarakat (Santoso &
Yulianto, 2022). Oleh karena itu, setiap laporan fiskal
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perlu disertai dengan narasi analitis yang menjelaskan
konteks  kebijakan dan implikasinya terhadap
masyarakat. Edukasi publik mengenai literasi fiskal
menjadi bagian penting dari upaya memperkuat
transparansi. Pemahaman yang baik mengenai anggaran
publik akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pengawasan keuangan negara. Komunikasi fiskal yang
transparan berperan besar dalam membangun budaya
keterbukaan di lingkungan birokrasi. Pemerintah yang
mampu berkomunikasi dengan jelas akan lebih
dipercaya oleh rakyatnya.

Transparansi fiskal juga berperan dalam menarik
kepercayaan investor dan lembaga keuangan
internasional. Laporan keuangan pemerintah yang
kredibel menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan
keuangan yang bertanggung jawab (Rahman &
Fadhilah, 2021). Kredibilitas fiskal berpengaruh
terhadap peringkat utang dan stabilitas ekonomi nasional
(Nugroho & Wulandari, 2020). Pemerintah yang
transparan dalam menyampaikan kondisi keuangannya
akan lebih mudah memperoleh dukungan investasi
jangka panjang. Lembaga keuangan global seperti IMF
dan Bank Dunia menjadikan transparansi fiskal sebagai
indikator utama dalam menilai tata kelola ekonomi
negara. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelaporan
fiskal bukan hanya urusan administratif, tetapi juga
strategi diplomasi ekonomi. Transparansi yang kuat
menciptakan citra positif bagi negara dalam kancah
internasional. Reputasi fiskal yang baik menjadi aset
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penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi
nasional.

Pelaksanaan transparansi fiskal memerlukan
komitmen lintas lembaga dan budaya birokrasi yang
terbuka terhadap pengawasan publik. Pemerintah harus
menghapus paradigma kerahasiaan dalam pengelolaan
keuangan dan menggantinya dengan semangat
kolaboratif (Ardian & Hidayah, 2021). Transparansi
tidak dapat berjalan efektif tanpa dukungan sumber daya
manusia yang berintegritas dan kompeten (Prasetyo &
Nugraha, 2022). Pendidikan dan pelatihan mengenai
etika fiskal serta sistem pelaporan digital perlu diperkuat
di semua jenjang pemerintahan. Reformasi birokrasi
harus diarahkan untuk menciptakan lingkungan kerja
yang mendukung keterbukaan informasi. Komitmen
terhadap transparansi fiskal menjadi ukuran sejauh mana
pemerintah menjunjung prinsip good governance.
Dengan transparansi yang kuat, pengelolaan keuangan
publik dapat berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial
dan pembangunan berkelanjutan.

3.3 Peran Akuntansi dalam Peningkatan
Kepercayaan Publik

Akuntansi publik berfungsi sebagai sarana utama
dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap
kinerja dan integritas pemerintah. Kepercayaan publik
tumbuh ketika laporan keuangan disajikan secara
transparan dan dapat diverifikasi oleh masyarakat luas
(Sari & Nurhadi, 2020). Informasi keuangan yang akurat
dan tepat waktu memperkuat persepsi bahwa pemerintah

1 —
FITRIANA, DKK 55



bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya
publik. Keterbukaan ini menciptakan hubungan yang
sehat antara negara dan warga negara sebagai bentuk
akuntabilitas moral dan fiskal. Kualitas pelaporan
keuangan pemerintah mencerminkan sejauh mana
sistem akuntansi publik dijalankan sesuai dengan prinsip
good governance (Wardani & Yusuf, 2021). Pemerintah
yang konsisten dalam transparansi fiskal memperoleh
legitimasi sosial yang lebih kuat di mata publik.

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
tidak hanya ditentukan oleh hasil pembangunan, tetapi
juga oleh proses pengelolaan keuangan yang terbuka dan
bertanggung jawab. Akuntansi publik menyediakan
mekanisme yang menjamin bahwa setiap rupiah yang
dibelanjakan dapat ditelusuri secara jelas dan dapat
dipertanggungjawabkan (Ardiyanto & Nugroho, 2022).
Penerapan standar akuntansi pemerintahan yang ketat
menurunkan risiko manipulasi data keuangan dan
penyalahgunaan dana publik. Kejelasan proses
keuangan menumbuhkan persepsi positif terhadap niat
baik pemerintah dalam mengelola dana publik (Hidayah
& Fitria, 2021). Transparansi ini menjadi dasar utama
untuk menciptakan keadilan fiskal dan memperkuat
ikatan sosial antara pemerintah dan masyarakat.
Akuntansi publik dengan demikian memiliki peran
strategis dalam menjaga keutuhan hubungan negara dan
rakyat.

Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual turut
memperkuat tingkat kepercayaan publik karena
memberikan gambaran menyeluruh mengenai posisi
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keuangan negara. Basis akrual ~memungkinkan
pemerintah melaporkan aset dan kewajiban secara lebih
realistis  dibandingkan  sistem kas tradisional
(Ramadhani & Kurniawan, 2020). Penggunaan basis ini
mencerminkan komitmen terhadap transparansi dan
efisiensi dalam tata kelola keuangan publik. Informasi
yang lebih komprehensif membantu masyarakat
memahami arah kebijakan fiskal dan dampaknya
terhadap kesejahteraan (Prasetyo & Lestari, 2023).
Implementasi akrual juga memudahkan pengawasan
eksternal oleh lembaga audit dan masyarakat sipil.
Akuntansi publik berperan sebagai bahasa transparansi
fiskal yang mempertemukan pemerintah dan publik
dalam kerangka kepercayaan yang rasional.

Pelaporan keuangan yang konsisten dan mudah
diakses menjadi prasyarat penting bagi peningkatan
kepercayaan publik. Pemerintah yang menerapkan
keterbukaan  informasi  keuangan  menunjukkan
komitmen terhadap prinsip tanggung jawab dan
kejujuran (Wulandari & Hartono, 2022). Akses publik
terhadap data fiskal mempermudah masyarakat dalam
menilai efektivitas kebijakan publik dan alokasi
anggaran. Informasi yang terbuka mengurangi
ketidakpastian serta mencegah penyebaran informasi
yang salah di masyarakat (Setiawan & Prabowo, 2021).
Transparansi fiskal berbasis akuntansi berfungsi sebagai
peredam konflik sosial yang mungkin timbul akibat
persepsi negatif terhadap pengelolaan keuangan.
Akuntansi publik pada akhirnya berperan sebagai
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instrumen stabilisasi sosial dan politik melalui
penciptaan rasa percaya terhadap pemerintah.

Integritas laporan keuangan yang dihasilkan
melalui akuntansi publik memiliki dampak langsung
terhadap reputasi pemerintah. Kredibilitas pemerintah
akan meningkat ketika laporan keuangannya diaudit
secara independen dan memenuhi prinsip akuntansi
yang berlaku umum (Amalia & Putra, 2020). Hasil audit
yang wajar tanpa pengecualian (WTP) menjadi indikator
kuat bagi publik bahwa pemerintah menjalankan praktik
keuangan yang transparan dan akuntabel (Santoso &
Dewi, 2022). Laporan keuangan yang baik juga
memudahkan investor, lembaga donor, dan masyarakat
dalam menilai kinerja ekonomi negara. Kepercayaan
tersebut berdampak pada meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam program pemerintah. Akuntansi
publik dengan demikian memperkuat daya saing
institusional dan kepercayaan ekonomi terhadap sektor
publik.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik
semakin efektif ketika didukung oleh sistem akuntansi
yang terbuka dan mudah dipahami. Akuntansi publik
menyediakan data yang dapat digunakan masyarakat
untuk melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan
fiskal pemerintah (Anwar & Yusuf, 2019). Transparansi
laporan keuangan memungkinkan masyarakat menilai
kesesuaian antara janji politik dan realisasi kebijakan
(Fauzan & Ridho, 2023). Keterlibatan masyarakat dalam
pengawasan anggaran memperkuat demokrasi fiskal dan
memperluas  tanggung jawab publik terhadap
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keberlanjutan pembangunan. Pemerintah yang responsif
terhadap temuan publik menunjukkan kedewasaan
dalam tata kelola keuangan negara. Akuntansi publik
menjadi jembatan komunikasi yang menghubungkan
tanggung jawab negara dengan kesadaran kritis
masyarakat.

Kepercayaan publik tidak dapat dibangun secara
instan, melainkan melalui konsistensi pelaksanaan
akuntansi publik yang berintegritas. Keberlanjutan
sistem pelaporan dan audit yang transparan menjadi
kunci dalam menjaga kepercayaan jangka panjang
(Rahmawati & Hanifah, 2020). Pemerintah perlu
memastikan bahwa setiap kebijakan fiskal didukung
oleh data akuntansi yang akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan (Kurnia & Wibisono, 2022).
Upaya membangun kepercayaan publik harus diikuti
dengan peningkatan literasi fiskal masyarakat agar
mereka mampu menafsirkan laporan keuangan secara
objektif. Edukasi publik mengenai akuntansi sektor
publik memperkuat partisipasi sosial dalam proses
pengawasan anggaran. Keterpaduan antara akuntansi,
literasi, dan  akuntabilitas menciptakan  dasar
kepercayaan yang kokoh antara negara dan rakyat.

Teknologi informasi memperluas jangkauan
transparansi akuntansi publik dan mempercepat arus
informasi fiskal kepada masyarakat. Pemanfaatan sistem
keuangan digital meningkatkan efisiensi, keakuratan,
serta keterbukaan dalam penyajian laporan keuangan
pemerintah (Wijaya & Kharisma, 2021). Implementasi
e-budgeting dan e-audit memperkuat kontrol internal
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serta mengurangi risiko penyelewengan dana publik
(Susanto & Nugraha, 2023). Inovasi digital juga
memungkinkan publik memantau secara langsung
penggunaan anggaran melalui portal keuangan yang
interaktif. = Pemanfaatan  teknologi mempercepat
pembangunan ekosistem transparansi yang
berkelanjutan. Akuntansi publik bertransformasi dari
sekadar alat pencatatan menjadi instrumen strategis
dalam meningkatkan kepercayaan publik berbasis digital
governance.

Konteks global menunjukkan bahwa negara
dengan tingkat transparansi fiskal tinggi memiliki
kepercayaan publik yang lebih kuat dan stabilitas
ekonomi yang lebih baik. Indeks persepsi korupsi
umumnya menurun di negara yang berhasil menerapkan
sistem akuntansi publik secara efektif (Simanjuntak &
Rahardjo, 2022). Akuntansi publik menjadi refleksi
etika kelembagaan dalam mengelola dana publik sesuai
prinsip keadilan dan efisiensi (Utami & Harjono, 2023).
Keterbukaan fiskal meningkatkan legitimasi
internasional dan memperkuat posisi negara dalam kerja
sama ekonomi global. Transparansi akuntansi publik
juga mendorong pertumbuhan kepercayaan antar
lembaga pemerintah dan masyarakat sipil. Hubungan
saling percaya ini memperkuat fondasi pemerintahan
yang demokratis dan berorientasi pada kepentingan
publik.

Akuntansi publik berperan sebagai instrumen
rekonsiliasi antara kepentingan birokrasi dan aspirasi
masyarakat. Pengelolaan keuangan yang terbuka
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menciptakan rasa kepemilikan bersama atas sumber
daya publik (Hakim & Lestari, 2019). Akuntansi yang
informatif ~ mendorong  masyarakat ~memahami
keterbatasan fiskal dan berpartisipasi aktif dalam
menentukan prioritas pembangunan (Syahrul &
Pratama, 2022). Kepercayaan publik menjadi lebih kuat
ketika masyarakat merasa dilibatkan dalam proses
pengambilan keputusan Dberbasis data keuangan.
Pemerintah yang berkomitmen terhadap transparansi
fiskal akan memperoleh dukungan sosial yang luas
dalam menjalankan kebijakan. Akuntansi publik dengan
demikian bukan hanya disiplin teknis, tetapi juga
instrumen moral untuk menegakkan integritas sosial dan
keadilan fiskal.
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BAB 4. Akuntansi Sektor Publik dan Keadilan
Sosial

4.1 Hubungan antara Pengelolaan Keuangan Publik
dan Keadilan Sosial

Pengelolaan  keuangan  publik  memiliki
hubungan yang erat dengan pencapaian keadilan sosial
karena dana publik merupakan sumber daya bersama
yang harus dialokasikan secara adil dan efisien.
Akuntansi sektor publik menyediakan mekanisme
transparansi dalam distribusi sumber daya sehingga
kebijakan fiskal dapat diawasi oleh masyarakat (Hidayat
& Nuraini, 2021). Sistem pelaporan keuangan yang
akuntabel membantu memastikan bahwa anggaran
negara digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar
rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu (Rahman
& Sari, 2020). Kejelasan informasi fiskal menjadi dasar
untuk menilai sejauh mana kebijakan publik selaras
dengan prinsip keadilan sosial. Akuntansi publik
berfungsi sebagai alat untuk memantau kesetaraan
dalam akses terhadap layanan sosial dan ekonomi.
Keberadaan mekanisme akuntansi yang  kuat
memperkuat legitimasi pemerintah dalam menciptakan
keseimbangan sosial melalui kebijakan fiskal.

Keadilan sosial dalam konteks keuangan publik
tidak dapat dilepaskan dari cara pemerintah
mengalokasikan dan mempertanggungjawabkan
penggunaan anggaran. Akuntansi publik memainkan
peran penting dalam mengungkap pola distribusi fiskal
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yang mencerminkan nilai-nilai keadilan (Syafitri &
Mulyani, 2022). Proses pencatatan dan pelaporan
keuangan publik yang terbuka memungkinkan publik
menilai sejauh mana alokasi anggaran memperhatikan
kelompok rentan dan wilayah tertinggal (Wardana &
Putri, 2021). Pemerintah yang mampu menunjukkan
integritas fiskal melalui laporan keuangan yang jelas
akan memperoleh kepercayaan sosial yang lebih tinggi.
Informasi keuangan yang transparan juga menjadi dasar
bagi masyarakat untuk menuntut kebijakan yang lebih
adil dan inklusif. Akuntansi publik dengan demikian
menjadi instrumen demokrasi fiskal yang mendukung
pemerataan kesejahteraan sosial.

Kebijakan keuangan publik yang berkeadilan
harus dilandasi pada data akuntansi yang akurat dan
objektif. Pencatatan keuangan yang sistematis
memungkinkan pemerintah merencanakan kebijakan
sosial yang berbasis bukti dan mengukur dampaknya
terhadap kesejahteraan masyarakat (Anggraini &
Haryono, 2023). Akuntansi publik berkontribusi dalam
penyusunan indikator keadilan sosial melalui
pengukuran distribusi belanja sosial dan subsidi publik
(Fitriani & Yusuf, 2020). Pemerintah yang memiliki
sistem akuntansi yang kuat dapat menilai efektivitas
alokasi anggaran terhadap pengurangan ketimpangan
ekonomi. Mekanisme ini membantu memastikan bahwa
kebijakan fiskal tidak hanya efisien secara ekonomi,
tetapi juga adil secara sosial. Akuntansi publik berperan
sebagai instrumen evaluatif dalam memastikan
tercapainya keseimbangan antar kelompok masyarakat.
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Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan
publik memperkuat prinsip keadilan sosial karena
masyarakat dapat mengakses informasi mengenai
bagaimana dana publik digunakan. Transparansi fiskal
memberikan ruang bagi publik untuk mengawasi dan
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan anggaran
(Lestari & Prabowo, 2022). Keterlibatan masyarakat
dalam pengawasan keuangan publik menciptakan rasa
kepemilikan bersama terhadap kebijakan fiskal (Mustofa
& Hartati, 2021). Akuntansi publik menjadi sarana
penghubung antara pemerintah dan masyarakat untuk
memastikan keadilan dalam alokasi sumber daya.
Informasi keuangan yang terbuka meningkatkan
akuntabilitas pejabat publik dalam menjalankan mandat
sosialnya. Penerapan prinsip transparansi melalui sistem
akuntansi publik memperkuat keadilan distributif dalam
kebijakan sosial dan ekonomi.

Keadilan sosial menuntut agar kebijakan fiskal
tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi
juga pada pemerataan hasil pembangunan. Akuntansi
publik menyediakan data yang dapat digunakan untuk
mengidentifikasi ketimpangan antar wilayah dan sektor
(Ramdhani & Widodo, 2019). Pemerintah dapat
menggunakan informasi akuntansi untuk mengevaluasi
efektivitas subsidi dan program sosial dalam
mengurangi kesenjangan pendapatan (Suharto &
Rahman, 2023). Pelaporan keuangan yang berorientasi
pada hasil sosial memperkuat tanggung jawab moral
pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat. Akuntansi
publik dalam hal ini berfungsi sebagai alat diagnosis
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yang menunjukkan sejauh mana kebijakan fiskal
mencapai tujuan keadilan sosial. Evaluasi berbasis
akuntansi membantu menciptakan kebijakan publik
yang lebih sensitif terhadap kebutuhan masyarakat
miskin.

Akuntansi publik berperan penting dalam
mewujudkan redistribusi ekonomi yang adil melalui
transparansi fiskal. Pengungkapan informasi keuangan
secara terbuka memungkinkan publik menilai prioritas
anggaran pemerintah dan keberpihakan terhadap
kelompok kurang mampu (Setiawan & Adi, 2020).
Proses ini mendorong pemerataan akses terhadap
layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur
(Andini & Maulana, 2022). Data keuangan publik yang
dapat diakses membantu menekan praktik korupsi dan
penyalahgunaan anggaran yang dapat memperlebar
ketimpangan sosial. Keadilan fiskal tercapai ketika
anggaran negara digunakan secara proporsional untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Akuntansi
publik menjadi pilar utama dalam mengawal terciptanya
pemerintahan yang adil, transparan, dan inklusif.

Pengelolaan keuangan publik yang berpihak
pada keadilan sosial menuntut integrasi antara sistem
akuntansi, kebijakan fiskal, dan partisipasi publik.
Akuntansi publik menyediakan dasar informasi yang
dapat digunakan untuk merancang kebijakan berbasis
keadilan distributif (Rachmawati & Putra, 2021).
Pemerintah yang menggunakan data akuntansi dalam
proses pengambilan keputusan cenderung menghasilkan
kebijakan yang lebih efektif dan berkeadilan (Wijayanti
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& Nurfadilah, 2023). Mekanisme pelaporan keuangan
yang terbuka mendorong transparansi dalam penetapan
prioritas anggaran sosial. Proses ini memperkuat
hubungan antara tanggung jawab fiskal dan tanggung
jawab sosial negara. Akuntansi publik dengan demikian
menjadi katalis bagi terciptanya pemerintahan yang
berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Keadilan sosial juga bergantung pada
kemampuan  sistem  akuntansi  publik  dalam
mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang paling
rentan. Data fiskal yang rinci memungkinkan
pemerintah menargetkan program bantuan sosial secara
lebih tepat sasaran (Halim & Fadilah, 2019). Keakuratan
informasi akuntansi mengurangi risiko kebijakan yang
bias terhadap kelompok tertentu dan memastikan
pemerataan manfaat ekonomi (Mahendra & Yusuf,
2022). Laporan keuangan publik dapat digunakan untuk
menilai sejauh mana intervensi fiskal mengurangi
tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.
Keterpaduan antara akuntansi dan kebijakan sosial
memperkuat  dimensi  keadilan dalam  sistem
pemerintahan. Akuntansi publik dalam hal ini menjadi
alat verifikasi objektif atas komitmen pemerintah
terhadap kesejahteraan sosial.

Hubungan antara pengelolaan keuangan publik
dan keadilan sosial tidak dapat dipisahkan dari aspek
etika dan integritas aparatur negara. Akuntansi publik
berperan dalam menciptakan budaya birokrasi yang
jujur dan bertanggung jawab (Nurhayati & Supriyadi,
2020). Kepatuhan terhadap standar pelaporan keuangan
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mencerminkan komitmen moral pemerintah dalam
mengelola dana rakyat (Rahim & Kurniawan, 2023).
Laporan keuangan yang transparan dan bebas
manipulasi meningkatkan kepercayaan masyarakat
terhadap institusi publik. Integritas akuntansi publik
memastikan ~ bahwa  kebijakan  sosial  tidak
disalahgunakan untuk kepentingan politik. Akuntansi
publik menjadi fondasi moral bagi birokrasi yang
berkeadilan dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dimensi keadilan sosial dalam pengelolaan
keuangan publik menegaskan bahwa akuntansi tidak
hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga sebagai
instrumen etika dan sosial. Laporan keuangan publik
yang transparan membantu memastikan bahwa setiap
kebijakan  memiliki  dampak  positif  terhadap
kesejahteraan masyarakat luas (Husna & Prasetyo,
2021). Akuntansi publik memperkuat kesadaran bahwa
keuangan negara adalah milik bersama yang harus
dikelola secara adil dan bertanggung jawab (Fitria &
Ananda, 2023). Pengelolaan fiskal yang berkeadilan
mendorong stabilitas sosial dan memperkuat legitimasi
politik pemerintah. Keberhasilan menciptakan keadilan
sosial melalui akuntansi publik menjadi ukuran nyata
dari kematangan sistem tata kelola pemerintahan.
Akuntansi sektor publik dengan demikian berfungsi
sebagai instrumen keseimbangan antara efisiensi
ekonomi dan kemanusiaan sosial.
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4.2 Strategi Penentuan Target Pasar (Targeting
Strategies)

Distribusi anggaran publik merupakan instrumen
utama untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan
mengurangi ketimpangan ekonomi antar kelompok
masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab moral
dan administratif dalam memastikan bahwa sumber daya
publik dialokasikan berdasarkan kebutuhan dan potensi
daerah (Pratama & Wulandari, 2021). Proses distribusi
anggaran yang berkeadilan membutuhkan sistem
akuntansi publik yang transparan dan akuntabel agar
setiap kebijakan fiskal dapat dipertanggungjawabkan
(Sugiarto & Handayani, 2020). Akuntansi sektor publik
berperan dalam memastikan bahwa setiap belanja
pemerintah diarahkan pada program prioritas yang
memberi dampak luas bagi masyarakat. Keadilan dalam
distribusi anggaran berimplikasi langsung terhadap
tingkat kesejahteraan sosial dan stabilitas ekonomi
nasional. Ketidakseimbangan dalam alokasi fiskal dapat
menimbulkan ketidakpuasan sosial yang menghambat
pembangunan berkelanjutan.

Proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran
publik mencerminkan orientasi kebijakan ekonomi suatu
negara terhadap kesejahteraan rakyat. Data akuntansi
publik digunakan untuk mengidentifikasi sektor yang
membutuhkan perhatian lebih besar dalam pembiayaan
pemerintah (Nurhadi & Santoso, 2019). Transparansi
fiskal menjadi syarat mutlak agar masyarakat dapat
memantau sejauh mana kebijakan anggaran berpihak
pada kelompok rentan (Lestari & Prabowo, 2021).
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Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan publik
membantu  menilai  kesesuaian  antara  tujuan
pembangunan dan realisasi anggaran. Akuntansi publik
dengan demikian menjadi sarana kontrol sosial terhadap
kebijakan fiskal pemerintah. Keterbukaan dalam proses
distribusi anggaran memperkuat legitimasi dan
kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Keadilan distribusi anggaran tidak hanya
ditentukan oleh jumlah dana yang dialokasikan, tetapi
juga oleh efisiensi dan efektivitas penggunaannya.
Akuntansi publik menyediakan mekanisme evaluasi
untuk  memastikan bahwa belanja  pemerintah
menghasilkan  manfaat sosial yang maksimal
(Rahmawati & Putri, 2020). Sistem pelaporan keuangan
berbasis kinerja membantu mengukur hubungan antara
input fiskal dan hasil sosial yang dicapai (Arifin &
Nugraha, 2022). Evaluasi berbasis data akuntansi
memungkinkan pemerintah memperbaiki kebijakan
yang tidak efektif atau tidak tepat sasaran. Keterpaduan
antara akuntansi dan kebijakan anggaran menciptakan
proses pengelolaan keuangan yang adaptif dan
berkeadilan. Pemerintah yang menggunakan data
akuntansi secara optimal dapat meningkatkan efisiensi
fiskal tanpa mengorbankan aspek sosial.

Distribusi anggaran yang tidak merata sering kali
menjadi sumber ketimpangan sosial dan ekonomi antar
wilayah. Sistem akuntansi publik yang baik
memungkinkan pemerintah mengidentifikasi
kesenjangan dalam alokasi dana pembangunan (Sari &
Pradana, 2021). Ketimpangan fiskal dapat diminimalkan
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melalui pengawasan berbasis data keuangan yang
terukur dan dapat diverifikasi (Hakim & Yusuf, 2022).
Informasi akuntansi yang akurat membantu menentukan
strategi redistribusi yang proporsional sesuai dengan
tingkat kebutuhan daerah. Pengawasan publik terhadap
laporan keuangan memperkuat peran masyarakat dalam
mendorong pemerataan pembangunan. Akuntansi publik
menjadi landasan untuk memastikan bahwa kebijakan
fiskal tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi
juga pada pemerataan hasil pembangunan.

Distribusi anggaran yang adil memiliki implikasi
signifikan  terhadap  dinamika sosial ekonomi
masyarakat. Kebijakan fiskal yang berpihak kepada
sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan
ekonomi lokal mampu meningkatkan kualitas hidup
secara menyeluruh (Fauziah & Rahardjo, 2020).
Akuntansi publik berperan dalam memastikan bahwa
pengeluaran pemerintah diarahkan untuk memperkuat
fondasi sosial masyarakat (Wijayanti & Harsono, 2022).
Laporan keuangan yang transparan membantu publik
menilai sejauh mana kebijakan anggaran berkontribusi
terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan
kesempatan kerja. Ketepatan sasaran dalam distribusi
anggaran mempercepat transformasi sosial menuju
masyarakat yang lebih inklusif. Akuntansi publik
dengan demikian menjadi elemen strategis dalam
mengukur dampak sosial ekonomi dari kebijakan fiskal
pemerintah.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan
distribusi anggaran memperkuat dimensi demokrasi
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fiskal. Partisipasi publik dalam proses penganggaran
menciptakan rasa kepemilikan terhadap kebijakan
pembangunan dan meningkatkan efektivitas
implementasinya (Suharto & Lestari, 2019). Akuntansi
publik menyediakan data yang dapat digunakan
masyarakat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah
dalam penggunaan dana publik (Maulana & Ardhani,
2023). Mekanisme pengawasan berbasis laporan
keuangan mendorong transparansi dan mencegah
praktik penyalahgunaan anggaran. Keberadaan sistem
akuntansi yang terbuka meningkatkan tanggung jawab
moral pejabat publik dalam mengambil keputusan fiskal.
Demokratisasi fiskal yang didukung oleh akuntansi
publik berkontribusi pada terwujudnya keadilan sosial
ekonomi yang berkelanjutan.

Dampak sosial ekonomi dari distribusi anggaran
publik sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola
keuangan negara. Pemerintah yang menerapkan sistem
akuntansi berbasis akrual dapat memantau kondisi
keuangan secara lebih komprehensif (Amalia &
Yulianto, 2021). Basis akrual memberikan gambaran
nyata mengenai aset, kewajiban, serta belanja publik
yang memiliki implikasi jangka panjang terhadap
perekonomian (Gunawan & Putri, 2023). Informasi yang
dihasilkan membantu pengambil kebijakan dalam
merancang  strategi  pengelolaan  fiskal  yang
berkelanjutan. =~ Akuntansi  publik = memperkuat
kemampuan negara dalam menjaga keseimbangan
antara  pertumbuhan ekonomi dan pemerataan
kesejahteraan. Hubungan ini menegaskan peran
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akuntansi publik sebagai tulang punggung keadilan
fiskal dan sosial.

Kebijakan fiskal yang adil menuntut adanya
akuntansi publik yang mampu menggambarkan dampak
sosial dari setiap pengeluaran pemerintah. Analisis
laporan keuangan dapat digunakan untuk menilai
seberapa  besar  kontribusi  anggaran terhadap
peningkatan indeks pembangunan manusia (Indriani &
Rachman, 2020). Transparansi dalam penggunaan
anggaran sosial mencegah terjadinya bias politik dan
ekonomi dalam pengambilan keputusan (Putra & Fitria,
2022). Informasi akuntansi yang komprehensif
membantu mengidentifikasi sektor yang membutuhkan
intervensi lebih besar. Pemerintah yang konsisten
menggunakan data akuntansi untuk evaluasi kebijakan
cenderung lebih efektif dalam mengurangi kesenjangan
sosial. Keadilan fiskal yang berbasis data menjadi kunci
dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan
berdaya.

Distribusi anggaran publik juga memiliki
implikasi terhadap stabilitas makroekonomi dan
kepercayaan pasar. Transparansi keuangan
meningkatkan kredibilitas fiskal pemerintah di mata
lembaga internasional dan investor (Ramdani & Lestari,
2021). Akuntansi publik berfungsi sebagai bukti
akuntabilitas yang memperkuat persepsi bahwa
pengelolaan fiskal dilakukan secara profesional
(Kurniawan & Setyawan, 2023). Kinerja fiskal yang
baik akan menciptakan iklim investasi yang kondusif
dan memperluas lapangan kerja. Keseimbangan antara
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kepentingan ekonomi dan sosial dalam distribusi
anggaran mencerminkan stabilitas pemerintahan yang
sehat. Akuntansi publik dalam hal ini menjadi jembatan
antara legitimasi domestik dan kredibilitas internasional.

Pengelolaan anggaran publik yang berbasis
akuntansi  sosial-ekonomi menjadi kunci dalam
mewujudkan kesejahteraan yang inklusif. Pemerintah
perlu memastikan bahwa seluruh proses anggaran, mulai
dari perencanaan hingga evaluasi, dilakukan dengan
prinsip keadilan dan keterbukaan (Nuraini & Hakim,
2023). Sistem akuntansi publik harus mampu
menyediakan informasi mengenai dampak sosial dari
setiap kebijakan fiskal (Mahmud & Utomo, 2021).
Transparansi dalam distribusi anggaran memperkuat
rasa keadilan di tengah masyarakat dan meningkatkan
kepercayaan terhadap pemerintah. Akuntansi publik
bukan hanya alat pelaporan, tetapi juga mekanisme
transformasi sosial yang memperkuat pemerataan
kesejahteraan. Keadilan dalam distribusi anggaran
menjadi wujud konkret dari tanggung jawab sosial
negara terhadap rakyatnya.

4.3 Strategi Positioning dan Diferensiasi

Kebijakan fiskal memiliki peran strategis dalam
menciptakan  keseimbangan antara pertumbuhan
ekonomi dan keadilan sosial melalui pengelolaan
sumber daya publik yang berkeadilan. Evaluasi terhadap
kebijakan fiskal penting untuk menilai sejauh mana
instrumen anggaran digunakan untuk memperkecil
kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan
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masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian terbaru
menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan fiskal dalam
mengurangi ketimpangan sangat bergantung pada
kualitas tata kelola keuangan publik dan sistem
akuntansi yang diterapkan (Petrie & Shields, 2019;
Kimenyi & Mbaku, 2020). Keberhasilan evaluasi
kebijakan fiskal menuntut adanya indikator yang mampu
mengukur aspek distribusi dan dampak sosial ekonomi.
Akuntansi sektor publik menyediakan data empiris yang
menjadi dasar dalam menilai efektivitas intervensi fiskal
tersebut.  Penerapan  prinsip  transparansi  dan
akuntabilitas menjadi prasyarat utama agar hasil
evaluasi dapat dipercaya oleh publik dan pembuat
kebijakan.

Keadilan sosial dalam konteks kebijakan fiskal
berkaitan erat dengan bagaimana pemerintah merancang
kebijakan perpajakan, subsidi, dan belanja publik untuk
mengurangi kesenjangan sosial. Instrumen akuntansi
sektor publik memberikan kerangka untuk memantau
efektivitas kebijakan tersebut secara kuantitatif dan
kualitatif. Studi di negara berkembang menunjukkan
bahwa reformasi fiskal yang berbasis transparansi
mampu meningkatkan kepercayaan publik dan
memperbaiki persepsi masyarakat terhadap keadilan
ekonomi (Gomez & Gasparini, 2021; Shah & Wahid,
2022). Evaluasi kebijakan fiskal harus
memperhitungkan dampaknya terhadap kelompok
rentan seperti masyarakat miskin, perempuan, dan
penyandang disabilitas. Prinsip ini mencerminkan nilai
keadilan distributif yang menjadi dasar teori
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kesejahteraan sosial. Akuntansi publik berperan sebagai
alat analisis yang memastikan bahwa keputusan fiskal
tidak bias terhadap kelompok tertentu.

Proses evaluasi kebijakan fiskal memerlukan
keterpaduan antara analisis makroekonomi dan data
akuntansi publik untuk menghasilkan gambaran yang
komprehensif mengenai dampak sosial dari pengeluaran
pemerintah. Penggunaan indikator kinerja keuangan
seperti rasio efisiensi, efektivitas, dan pemerataan dapat
menjadi ukuran objektif dalam menilai keadilan fiskal.
Menurut hasil kajian empiris, pemerintah yang
mengintegrasikan data akuntansi ke dalam perencanaan
fiskal cenderung lebih mampu menekan ketimpangan
pendapatan (Rahman & Siregar, 2021; Torres & Costa,
2023). Transparansi anggaran memungkinkan publik
memantau bagaimana dana publik dialokasikan dan
apakah kebijakan tersebut benar-benar mendukung
pemerataan. Mekanisme audit sosial juga menjadi
bagian penting dalam memastikan hasil kebijakan fiskal
selaras dengan prinsip keadilan sosial. Proses evaluatif
ini menciptakan siklus pembelajaran kebijakan yang
adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi.

Akuntansi  sektor  publik  tidak  hanya
menyediakan laporan keuangan, tetapi juga membangun
sistem informasi yang mendukung evaluasi kebijakan
berbasis bukti. Data keuangan yang disusun dengan
prinsip accrual-based accounting memungkinkan
analisis yang lebih akurat terhadap dampak fiskal jangka
panjang. Penelitian menunjukkan bahwa sistem
akuntansi berbasis akrual memperkuat transparansi
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dalam  pelaporan  keuangan  pemerintah  dan
meningkatkan kualitas evaluasi kebijakan sosial
(Caruana & Grech, 2018; Lienert & Sarraf, 2020).
Evaluasi kebijakan fiskal yang menggunakan data
tersebut dapat mengidentifikasi potensi pemborosan atau
ketidaktepatan sasaran belanja publik. Pemanfaatan data
akuntansi juga membantu menganalisis sejauh mana
belanja sosial mendukung agenda keadilan ekonomi dan
pengentasan kemiskinan. Akuntansi publik dengan
demikian berperan sebagai pilar utama dalam
membangun kebijakan fiskal yang adil dan inklusif.

Transparansi fiskal yang didukung oleh praktik
akuntansi publik yang akuntabel menciptakan ruang
bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses
pengawasan anggaran. Partisipasi publik menjadi
elemen penting dalam menilai keadilan kebijakan fiskal
karena ~memberikan masukan langsung terkait
kebutuhan sosial dan prioritas belanja publik. Kajian di
berbagai negara menunjukkan bahwa partisipasi
masyarakat dalam evaluasi fiskal berkontribusi terhadap
peningkatan efisiensi anggaran dan persepsi keadilan
(Liu & Tan, 2020; Ebrahim & Weisband, 2022).
Mekanisme partisipatif tersebut mendorong terciptanya
kebijakan fiskal yang lebih responsif terhadap
kebutuhan sosial. Akuntansi publik menyediakan
instrumen yang memungkinkan masyarakat memahami
penggunaan dana publik secara lebih jelas. Evaluasi
kebijakan fiskal yang inklusif menjamin bahwa alokasi
anggaran benar-benar mencerminkan nilai keadilan
sosial.
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Efektivitas  kebijakan fiskal sering kali
ditentukan oleh sejauh mana sistem akuntansi publik
mampu mendeteksi risiko penyimpangan dan inefisiensi
penggunaan dana. Sistem akuntansi yang lemah dapat
mengaburkan informasi penting terkait hasil kebijakan,
sehingga evaluasi menjadi bias. Penelitian menunjukkan
bahwa transparansi fiskal yang ditopang oleh akuntansi
yang kuat berhubungan positif dengan penurunan
tingkat korupsi dan peningkatan keadilan sosial (Molina
& Barrera, 2020; Nguyen & Le, 2022). Evaluasi
kebijakan fiskal yang berbasis data akuntansi membantu
mengidentifikasi area yang membutuhkan reformasi.
Analisis ini juga memperkuat akuntabilitas pejabat
publik dalam mengelola sumber daya negara.
Implementasi sistem pelaporan yang terintegrasi
menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas
evaluasi kebijakan publik.

Keadilan sosial dalam konteks kebijakan fiskal
tidak dapat dilepaskan dari prinsip redistribusi sumber
daya melalui instrumen perpajakan dan belanja publik.
Evaluasi yang  efektif harus  memperhatikan
keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan pemerataan
sosial. Studi empiris menunjukkan bahwa negara yang
mengedepankan transparansi fiskal cenderung memiliki
tingkat keadilan sosial yang lebih tinggi (Santana &
Correa, 2019; Kim & Park, 2023). Peran akuntansi
publik menjadi signifikan karena menyediakan data
untuk menilai sejauh mana kebijakan fiskal mendukung
redistribusi yang adil. Penguatan mekanisme audit
internal dan eksternal memastikan hasil evaluasi dapat
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dijadikan dasar perbaikan kebijakan. Prinsip keadilan
sosial yang diterapkan dalam evaluasi kebijakan fiskal
memperkuat kepercayaan publik terhadap legitimasi
pemerintah.

Integrasi indikator sosial ke dalam laporan
keuangan publik merupakan inovasi yang memperkaya
proses evaluasi kebijakan fiskal. Konsep social
accounting memungkinkan pemerintah menilai dampak
kebijakan fiskal terhadap dimensi sosial seperti
kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Beberapa
studi menyarankan agar indikator sosial dijadikan
bagian dari laporan kinerja fiskal untuk memperkuat
basis evaluatif kebijakan publik (Ezzamel & Robson,
2021; Frey & Stutzer, 2024). Penggunaan akuntansi
sosial membantu menjembatani kesenjangan antara data
fiskal dan realitas sosial. Evaluasi kebijakan fiskal yang
menggunakan pendekatan ini dapat menghasilkan
rekomendasi yang lebih berorientasi pada kesejahteraan
masyarakat. Akuntansi sektor publik dengan demikian
berkembang dari sekadar alat pelaporan menjadi
instrumen evaluasi kebijakan sosial.

Kinerja kebijakan fiskal perlu dievaluasi secara
berkelanjutan agar dapat menyesuaikan dengan
dinamika sosial ekonomi dan kebutuhan masyarakat.
Evaluasi yang konsisten memungkinkan perbaikan
strategi alokasi sumber daya secara lebih efisien dan
adil. Penelitian terkini menunjukkan bahwa kebijakan
fiskal yang berbasis evaluasi akuntansi publik dapat
meningkatkan outcome sosial secara signifikan (Kaur &
Reddy, 2020; Torres & Ferreira, 2023). Evaluasi yang
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sistematis juga memperkuat hubungan antara kebijakan
fiskal dan indikator pembangunan berkelanjutan.
Transparansi dalam  laporan keuangan publik
mendorong peningkatan akuntabilitas pemerintah dalam
pelaksanaan kebijakan sosial. Keberlanjutan proses
evaluatif ini memperkuat keadilan fiskal dan legitimasi
kebijakan publik.

Evaluasi kebijakan fiskal dari perspektif keadilan
sosial menegaskan pentingnya sinergi antara akuntansi
publik, transparansi fiskal, dan partisipasi masyarakat.
Akuntansi publik menyediakan landasan data untuk
mengukur efektivitas kebijakan, sedangkan transparansi
menciptakan ruang bagi publik untuk menilai hasilnya.
Penelitian menunjukkan bahwa integrasi kedua aspek
tersebut menghasilkan tata kelola fiskal yang lebih adil
dan adaptif (Booth & Cummings, 2022; Rojas & Vega,
2024). Evaluasi yang berorientasi pada keadilan sosial
bukan hanya mengukur efisiensi ekonomi, tetapi juga
menilai sejauh mana kebijakan publik memenuhi prinsip
kesejahteraan dan  kesetaraan. Pendekatan ini
menempatkan akuntansi sektor publik sebagai instrumen
moral dalam mewujudkan tata kelola yang inklusif.
Keberlanjutan sistem evaluasi berbasis keadilan sosial
menjadi kunci bagi pembangunan yang berkeadilan dan
berkelanjutan.
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BAB 5. Reformasi Akuntansi Sektor Publik di
Indonesia

5.1 Sejarah dan Dinamika Reformasi Akuntansi
Pemerintahan

Reformasi akuntansi sektor publik di Indonesia
merupakan bagian integral dari transformasi tata kelola
pemerintahan yang dimulai sejak era reformasi 1998.
Pergeseran paradigma ini dilatarbelakangi oleh tuntutan
publik terhadap transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi
pengelolaan keuangan negara. Sebelum reformasi,
sistem akuntansi pemerintahan bersifat manual dan
berorientasi pada kepatuhan administratif, bukan pada
penyajian informasi keuangan yang relevan dan andal.
Penelitian menunjukkan bahwa perubahan sistem
akuntansi di sektor publik didorong oleh kebutuhan
untuk menyesuaikan dengan prinsip good governance
dan praktik internasional (Yuliati & Santosa, 2019;
Akbar & Pilcher, 2020). Reformasi ini menandai
pergeseran dari sistem kas menuju basis akrual yang
lebih mencerminkan kondisi keuangan riil pemerintah.
Sejak itu, pemerintah Indonesia terus berupaya
membangun sistem akuntansi yang modern, transparan,
dan berorientasi pada hasil.

Perjalanan reformasi akuntansi pemerintahan di
Indonesia ditandai oleh perubahan mendasar dalam
kerangka regulasi dan kelembagaan. Diterbitkannya
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara menjadi tonggak penting dalam
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membangun fondasi sistem akuntansi pemerintahan
modern. Undang-undang ini memperkenalkan konsep
akuntabilitas kinerja dan pelaporan keuangan yang
terintegrasi. Reformasi dilanjutkan dengan lahirnya
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara. Kajian empiris
menyebutkan bahwa perubahan regulasi tersebut
membuka jalan bagi penerapan akuntansi berbasis
akrual di lingkungan pemerintahan (Harun & Robinson,
2018; Adi & Muda, 2021). Peraturan ini tidak hanya
menuntut keterbukaan informasi keuangan, tetapi juga
memperkuat peran lembaga pengawasan dalam
memastikan akuntabilitas publik.

Reformasi akuntansi sektor publik juga didorong
oleh meningkatnya tekanan eksternal dari lembaga
internasional dan lembaga donor yang menekankan
pentingnya transparansi fiskal. Pemerintah Indonesia
menyesuaikan sistem pelaporan keuangan dengan
praktik terbaik global untuk memperkuat kredibilitas
fiskal dan meningkatkan kepercayaan publik. Penerapan
prinsip akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu
upaya untuk menyajikan informasi keuangan yang lebih
akurat dan relevan bagi pengambilan keputusan. Studi
menunjukkan bahwa negara-negara berkembang yang
mengadopsi sistem akrual lebih mampu
mengidentifikasi aset, kewajiban, serta risiko fiskal
secara komprehensif (Wynne, 2019; Sari & Nugraha,
2022). Implementasi sistem ini di Indonesia menandai

1 —
FITRIANA, DKK 81



komitmen pemerintah terhadap tata kelola yang
transparan. Adaptasi terhadap standar internasional juga
menjadi langkah penting dalam integrasi ekonomi global
dan harmonisasi laporan keuangan sektor publik.

Dinamika reformasi akuntansi di Indonesia
mencerminkan  interaksi antara  faktor  politik,
administratif, dan teknis. Proses reformasi tidak hanya
terkait dengan perubahan teknis dalam sistem pelaporan,
tetapi juga transformasi budaya birokrasi menuju tata
kelola berbasis kinerja. Banyak studi menyoroti bahwa
keberhasilan reformasi akuntansi publik bergantung
pada komitmen politik dan kapasitas institusional
(Mahmudi & Harun, 2020; Setiawan & Sari, 2021).
Reformasi akuntansi menjadi instrumen penting dalam
menciptakan pemerintahan yang efisien dan responsif
terhadap kebutuhan publik. Perubahan sistem pelaporan
keuangan juga menuntut peningkatan kompetensi
sumber daya manusia di bidang akuntansi dan audit.
Dinamika ini menunjukkan bahwa reformasi akuntansi
bukan sekadar pembaruan sistem, tetapi juga perubahan
paradigma dalam pengelolaan keuangan negara.

Sejak diterapkannya Government Accounting
Standards (SAP) pada 2005, Indonesia telah memasuki
babak baru dalam reformasi akuntansi publik. SAP
menjadi pedoman utama bagi penyusunan laporan
keuangan pemerintah pusat dan daerah yang lebih
transparan dan dapat diperbandingkan. Evaluasi
implementasi SAP menunjukkan adanya peningkatan
signifikan dalam kualitas laporan keuangan pemerintah
yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian
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(WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Penelitian menyebutkan bahwa SAP memberikan
kontribusi besar dalam meningkatkan integritas dan
akuntabilitas laporan keuangan pemerintah (Rosdiana &
Mardiasmo, 2021; Nugroho & Syahrial, 2022). Namun,
tantangan masih muncul dalam bentuk kesenjangan
kapasitas antar daerah dalam memahami dan
menerapkan standar tersebut. Reformasi akuntansi
publik di Indonesia masih berada dalam proses
penyempurnaan yang berkelanjutan.

Evolusi reformasi akuntansi publik di Indonesia
juga tidak terlepas dari pengaruh desentralisasi fiskal.
Kebijakan otonomi daerah memberikan kewenangan
luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola
keuangannya, yang menuntut sistem akuntansi yang
andal dan terstandar. Reformasi akuntansi publik di
daerah sering kali menghadapi kendala dalam hal
kompetensi teknis dan infrastruktur pendukung.
Penelitian empiris menemukan bahwa efektivitas
reformasi di daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas
sumber daya manusia dan komitmen pimpinan daerah
terhadap transparansi fiskal (Fitriani & Supriyanto,
2020; Rahmawati & Pratama, 2023). Implementasi
akuntansi berbasis akrual di daerah menjadi tantangan
tersendiri karena keterbatasan sumber daya dan
kompleksitas  administrasi.  Meskipun  demikian,
desentralisasi telah memperkuat dorongan untuk
menciptakan tata kelola keuangan yang lebih partisipatif
dan berkeadilan.
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Perubahan sistem akuntansi sektor publik di
Indonesia juga berdampak pada peningkatan kualitas
audit dan pengawasan. Reformasi ini mendorong sinergi
antara lembaga audit internal dan eksternal dalam
memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan
prinsip transparansi. Akuntansi berbasis akrual
mempermudah proses audit karena menyediakan
informasi yang lebih detail tentang posisi keuangan
pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
penerapan sistem akrual meningkatkan kemampuan
auditor dalam mendeteksi penyimpangan dan inefisiensi
anggaran (Azmi & Mohamed, 2019; Wahyudi &
Ridwan, 2022). Reformasi ini memperkuat mekanisme
pengawasan publik melalui keterbukaan informasi
keuangan. Akuntansi publik dengan demikian berfungsi
sebagai fondasi bagi sistem pengawasan yang efektif dan
terpercaya.

Dinamika reformasi akuntansi sektor publik juga
mencerminkan pergeseran dari sekadar pelaporan ke
arah pengelolaan berbasis kinerja (performance-based
budgeting). Pendekatan ini menekankan keterkaitan
antara anggaran, hasil, dan dampak terhadap
masyarakat. Evaluasi terhadap implementasi reformasi
menunjukkan bahwa penggunaan indikator kinerja
dalam pelaporan keuangan memperkuat efektivitas
kebijakan publik (Handoko & Setiawan, 2021; Bastian
& Andriani, 2022). Akuntansi publik kini tidak hanya
berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai
sarana manajerial dalam pengambilan keputusan
strategis. Reformasi ini memperluas peran akuntansi
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menjadi instrumen untuk menilai efisiensi dan
efektivitas penggunaan anggaran publik. Transformasi
ini menggambarkan kematangan sistem keuangan publik
Indonesia menuju tata kelola modern.

Selain faktor regulasi dan teknis, keberhasilan
reformasi akuntansi pemerintahan juga bergantung pada
dukungan budaya organisasi dan integritas pejabat
publik. Penelitian menunjukkan bahwa budaya
transparansi dan etika kerja yang kuat mempercepat
keberhasilan implementasi akuntansi berbasis akrual
(Santosa & Wardani, 2020; Lestari & Anugrah, 2023).
Keterlibatan aktif pimpinan instansi dalam mengawal
reformasi  akuntansi menjadi  faktor  penentu
keberlanjutan perubahan. Perubahan sistem pelaporan
tanpa diimbangi komitmen moral dapat menimbulkan
resistensi  birokratis. Reformasi akuntansi yang
berorientasi nilai memperkuat integrasi antara tata kelola
keuangan dan keadilan sosial. Dimensi etika dan
tanggung jawab publik menjadi penopang moral bagi
keberlanjutan reformasi tersebut.

Keberlanjutan reformasi akuntansi sektor publik
di Indonesia memerlukan inovasi dalam teknologi
informasi dan digitalisasi pelaporan keuangan.
Pemerintah telah mengembangkan Sistem Aplikasi
Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Sistem
Informasi Keuangan Daerah (SIKD) untuk mempercepat
proses akuntansi dan meningkatkan akurasi data. Studi
terbaru menunjukkan bahwa digitalisasi akuntansi
publik mempercepat pelaporan, mengurangi risiko
kesalahan, dan meningkatkan transparansi (Pratama &
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Widodo, 2022; Dewi & Suhendra, 2024). Penggunaan
teknologi juga membuka peluang integrasi data lintas
sektor dalam mendukung analisis kebijakan berbasis
bukti. Inovasi digital menjadi faktor kunci dalam
menjaga keberlanjutan reformasi akuntansi publik di era
modern. Transformasi ini menandai fase baru tata kelola
fiskal yang adaptif terhadap perkembangan teknologi
dan tuntutan akuntabilitas publik.

Keseluruhan  proses reformasi  akuntansi
pemerintahan di Indonesia menggambarkan upaya
panjang menuju pengelolaan keuangan negara yang
transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Reformasi ini
telah membawa perubahan fundamental dalam cara
pemerintah menyusun, melaporkan, dan mengevaluasi
penggunaan sumber daya publik. Tantangan yang masih
dihadapi mencakup kesenjangan kapasitas daerah,
resistensi birokrasi, serta kebutuhan akan inovasi
berkelanjutan dalam sistem pelaporan. Kajian akademik
menegaskan bahwa reformasi akuntansi yang
berkelanjutan harus berorientasi pada nilai keadilan
sosial dan efisiensi publik (Wijayanti & Hakim, 2021;
Chandra & Yusuf, 2023). Reformasi yang berlandaskan
etika, teknologi, dan transparansi akan memperkuat
legitimasi pemerintah dalam mengelola keuangan
negara. Akuntansi publik dengan demikian menjadi
fondasi strategis dalam pembangunan tata kelola
pemerintahan yang modern dan berkeadilan.
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5.2 Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP) dan Tantangannya

Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP) merupakan langkah penting dalam memperkuat
tata kelola keuangan negara melalui penerapan prinsip
transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. SAP berfungsi
sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan
pemerintah pusat maupun daerah agar sesuai dengan
standar internasional yang berlaku. Penerapan SAP di
Indonesia dimulai dengan Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2005 dan disempurnakan melalui PP Nomor
71 Tahun 2010 yang menetapkan penerapan basis
akrual. Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan
kualitas laporan keuangan agar lebih menggambarkan
posisi  keuangan yang sebenarnya. Penelitian
menunjukkan bahwa penerapan SAP berbasis akrual
mampu memperbaiki relevansi dan reliabilitas informasi
keuangan publik (Harun & Robinson, 2018; Setyowati
& Prabowo, 2021). Reformasi ini menandai pergeseran
besar dalam praktik akuntansi pemerintahan Indonesia
menuju transparansi fiskal modern.

SAP menyediakan kerangka konseptual yang
menekankan keterpaduan antara laporan keuangan dan
kinerja pemerintah. Standar ini mengatur penyusunan
berbagai laporan seperti Laporan Realisasi Anggaran
(LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan
Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan
Keuangan (CalK). Penerapan SAP memungkinkan
entitas pemerintah menyajikan informasi keuangan yang
lebih komprehensif dan berbasis bukti. Studi empiris
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menunjukkan bahwa penggunaan basis akrual dalam
SAP membantu dalam mengidentifikasi kewajiban
jangka panjang dan potensi risiko fiskal (Caruana &
Grech, 2019; Nugroho & Hartati, 2022). SAP juga
mendorong konsistensi penyajian laporan antarinstansi
pemerintahan. Dengan demikian, SAP menjadi
instrumen penting dalam memperkuat integritas data
keuangan publik dan memperluas akuntabilitas
pemerintahan.

Implementasi SAP di Indonesia dilakukan secara
bertahap untuk menyesuaikan kesiapan kelembagaan
dan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah
memulai dengan penerapan basis kas menuju akrual
sebelum beralih penuh pada basis akrual sejak 2015.
Proses transisi ini menghadapi berbagai tantangan,
terutama dalam hal kesiapan teknis dan pemahaman
aparat terhadap prinsip akuntansi baru. Penelitian
menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SAP
bergantung pada dukungan politik, pelatihan teknis, dan
ketersediaan infrastruktur informasi (Mahmudi &
Harun, 2020; Lestari & Andriani, 2023). Reformasi
akuntansi  berbasis akrual menuntut perubahan
paradigma dari sekadar pelaporan administratif menjadi
pengelolaan berbasis kinerja. Keterlibatan seluruh
elemen pemerintahan menjadi kunci agar penerapan
SAP berjalan efektif dan berkelanjutan.

Penerapan SAP membawa konsekuensi terhadap
sistem informasi akuntansi yang digunakan di
lingkungan  pemerintahan. Pemerintah  kemudian
mengembangkan sistem aplikasi keuangan seperti
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SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) dan
SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) untuk
mendukung pelaporan berbasis akrual. Digitalisasi
pelaporan keuangan melalui aplikasi ini meningkatkan
efisiensi dan ketepatan waktu penyusunan laporan
keuangan. Penelitian terkini menunjukkan bahwa
penggunaan sistem akuntansi terintegrasi meningkatkan
kualitas data dan meminimalkan kesalahan pelaporan
(Pratama & Widodo, 2022; Dewi & Suhendra, 2024).
Sistem ini juga memungkinkan konsolidasi laporan
keuangan secara nasional dengan lebih mudah. SAP
dalam konteks digitalisasi memperkuat reformasi
akuntansi menuju tata kelola yang lebih adaptif terhadap
perkembangan teknologi.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi
SAP adalah kesenjangan kapasitas antar pemerintah
daerah. Banyak daerah menghadapi kendala dalam
memahami dan menerapkan prinsip-prinsip akrual
secara konsisten. Faktor seperti keterbatasan sumber
daya manusia, rendahnya literasi akuntansi, serta
kurangnya pelatihan teknis menjadi hambatan utama.
Penelitian menunjukkan bahwa kualitas laporan
keuangan daerah berbanding lurus dengan tingkat
kompetensi aparatur di bidang akuntansi dan
pengawasan (Fitriani & Supriyanto, 2020; Rahmawati &
Pratama, 2023). Ketimpangan ini menyebabkan variasi
kualitas laporan antar daerah di Indonesia. Upaya
peningkatan kapasitas dan pendampingan teknis perlu
terus dilakukan agar implementasi SAP mencapai
standar nasional yang seragam.

1 —
FITRIANA, DKK 89



Selain kendala kapasitas, kompleksitas regulasi
juga menjadi tantangan dalam implementasi SAP.
Banyak entitas pemerintah masih mengalami kesulitan
dalam menafsirkan aturan dan standar pelaporan yang
berlaku. Penyesuaian terhadap peraturan baru sering kali
memerlukan waktu dan sosialisasi yang panjang. Studi
empiris menunjukkan bahwa kerumitan regulasi dapat
menurunkan  efisiensi  implementasi SAP  dan
memperlambat  proses pelaporan (Rosdiana &
Mardiasmo, 2021; Nugroho & Syahrial, 2022). Oleh
karena itu, penyederhanaan prosedur dan harmonisasi
regulasi antara pusat dan daerah menjadi kebutuhan
mendesak. Pemerintah perlu memastikan bahwa
pedoman teknis SAP mudah dipahami dan dapat
diterapkan oleh semua level pemerintahan.

Akuntabilitas dan pengawasan juga menjadi
faktor penting dalam keberhasilan penerapan SAP.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berperan dalam
menilai kepatuhan laporan keuangan terhadap SAP
melalui opini audit tahunan. Opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) sering dijadikan indikator
keberhasilan implementasi SAP di instansi pemerintah.
Namun, opini audit yang baik tidak selalu
mencerminkan efektivitas pengelolaan keuangan secara
menyeluruh. Penelitian menunjukkan bahwa beberapa
entitas memperoleh WTP tetapi masih menghadapi
masalah dalam perencanaan anggaran dan pengendalian
internal (Akbar & Pilcher, 2020; Sari & Nugraha, 2022).
Evaluasi penerapan SAP harus dilakukan secara
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substantif dengan memperhatikan aspek kualitas
informasi, bukan hanya kepatuhan administratif.

Keterlibatan publik dalam proses transparansi
fiskal juga menjadi elemen penting dalam memperkuat
implementasi SAP. Keterbukaan laporan keuangan
pemerintah kepada masyarakat mendorong peningkatan
akuntabilitas sosial dan memperkuat kepercayaan publik
terhadap  institusi  pemerintah.  Studi  terbaru
menunjukkan bahwa transparansi laporan keuangan
berhubungan positif dengan peningkatan persepsi
keadilan sosial dan kepercayaan publik (Liu & Tan,
2020; Ebrahim & Weisband, 2022). Pemerintah daerah
yang aktif mempublikasikan laporan keuangan secara
daring menunjukkan tingkat partisipasi publik yang
lebih tinggi. Penerapan SAP yang disertai keterbukaan
informasi akan memperkuat hubungan antara
pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan dana
publik.

Reformasi akuntansi berbasis SAP juga
menuntut perubahan budaya organisasi di sektor publik.
Aparatur pemerintahan perlu mengubah pola pikir dari
administrasi kepatuhan menuju pengelolaan berbasis
hasil dan kinerja. Transformasi budaya ini memerlukan
waktu karena menyangkut perubahan nilai, perilaku, dan
motivasi dalam menjalankan fungsi publik. Penelitian
menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SAP
dipengaruhi oleh dukungan kepemimpinan dan
komitmen organisasi terhadap transparansi (Santosa &
Wardani, 2020; Lestari & Anugrah, 2023). Pelatihan
berkelanjutan dan insentif kinerja berbasis akuntabilitas
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menjadi faktor pendorong utama perubahan tersebut.
Reformasi ini menciptakan lingkungan kerja yang lebih
profesional dan berorientasi pada hasil nyata bagi
masyarakat.

Keberlanjutan penerapan SAP bergantung pada
kemampuan pemerintah untuk beradaptasi dengan
perkembangan teknologi dan dinamika ekonomi.
Perubahan kondisi fiskal global, tuntutan transparansi
digital, dan kebutuhan akan pelaporan berkelanjutan
menjadi tantangan masa depan bagi SAP. Studi terbaru
menyarankan agar SAP terus dikembangkan untuk
mengakomodasi pelaporan berbasis environmental,
social, and governance (ESG) di sektor publik (Booth &
Cummings, 2022; Rojas & Vega, 2024). Integrasi antara
SAP dan sistem pelaporan keberlanjutan akan
memperkuat legitimasi kebijakan fiskal yang inklusif.
Dengan demikian, SAP tidak hanya menjadi alat
pelaporan teknis, tetapi juga sarana strategis untuk
mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan
berkelanjutan. Implementasi SAP yang adaptif dan
inklusif akan memperkokoh fondasi akuntansi publik
Indonesia di masa depan.

5.3 Peran BPK, BPKP, dan Lembaga Pengawasan
dalam Akuntansi Publik
1. Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam
Pengawasan Akuntansi Publik
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki
peran sentral dalam memastikan transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
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Sebagai lembaga audit eksternal yang
independen, = BPK  bertugas = memeriksa
pengelolaan serta tanggung jawab keuangan
pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK
memiliki kewenangan untuk memberikan opini
atas kewajaran laporan keuangan berdasarkan
kepatuhan  terhadap  Standar = Akuntansi
Pemerintahan (SAP). Hasil pemeriksaan BPK
menjadi dasar penilaian terhadap integritas dan
efektivitas tata kelola keuangan publik. Melalui
laporan hasil pemeriksaannya, BPK memberikan
rekomendasi perbaikan yang wajib
ditindaklanjuti oleh entitas terkait. Dengan
demikian, BPK berfungsi tidak hanya sebagai
pengawas, tetapi juga sebagai pendorong
reformasi akuntansi publik menuju pengelolaan
yang lebih profesional dan transparan.

Dalam praktiknya, BPK melakukan tiga jenis
pemeriksaan ~ utama, yaitu  pemeriksaan
keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan
dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan
difokuskan pada penilaian kewajaran laporan
keuangan sesuai SAP. Pemeriksaan kinerja
menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas
program pemerintah. Sementara pemeriksaan
dengan tujuan tertentu dilakukan untuk
memeriksa hal-hal khusus seperti penanganan
dana hibah, bencana, atau proyek strategis
nasional. Pendekatan multidimensional ini
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memastikan bahwa fungsi audit BPK tidak
terbatas pada aspek administratif, tetapi juga
mencakup evaluasi hasil kebijakan publik.
Penelitian menunjukkan bahwa hasil audit BPK
berdampak positif terhadap peningkatan kualitas
laporan keuangan dan tata kelola pemerintah
daerah (Indrawati & Nugroho, 2021; Putra &
Wulandari, 2023).

Selain memberikan opini, BPK juga berperan
sebagai lembaga yang mendorong transparansi
fiskal dan partisipasi publik. Melalui publikasi
laporan hasil pemeriksaan (LHP) secara terbuka,
masyarakat  dapat  mengakses  informasi
mengenai  pengelolaan  keuangan negara.
Transparansi ini meningkatkan kepercayaan
publik terhadap pemerintah serta memperkuat
kontrol  sosial  terhadap  penyalahgunaan
keuangan negara. Dalam konteks reformasi
akuntansi publik, BPK menjadi institusi yang
menjaga integritas sistem pelaporan keuangan
pemerintah. Oleh karena itu, efektivitas BPK
sangat  bergantung pada  independensi,
kompetensi auditor, serta dukungan hukum yang
kuat. Penguatan kapasitas auditor publik menjadi
langkah strategis untuk memastikan audit
berbasis risiko dan berbasis hasil dapat
dijalankan secara optimal.
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2. Peran Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) dalam Penguatan Sistem
Akuntansi Publik
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) berperan sebagai lembaga pengawasan
internal pemerintah yang mendukung terciptanya
tata kelola keuangan yang efektif dan efisien.
Berbeda dengan BPK yang bersifat eksternal,
BPKP bertugas melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap sistem pengendalian intern
pemerintah (SPIP). Fungsi utama BPKP adalah
memastikan bahwa proses pengelolaan keuangan
dan pelaporan sesuai dengan prinsip-prinsip
akuntabilitas, transparansi, serta efisiensi
penggunaan anggaran. BPKP juga memiliki
tanggung jawab dalam memberikan asistensi
teknis kepada kementerian, lembaga, dan
pemerintah daerah terkait penerapan SAP dan
sistem akuntansi berbasis akrual. Keberadaan
BPKP menjadi elemen penting dalam
memastikan implementasi akuntansi publik
berjalan konsisten di seluruh level pemerintahan.
Dalam konteks reformasi akuntansi publik,
BPKP turut berperan dalam pengembangan dan
pemeliharaan sistem informasi keuangan seperti
Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
(SAKTI) dan Sistem Informasi Manajemen
Daerah (SIMDA). Melalui fungsi pengawasan
internal, BPKP membantu memastikan validitas
dan integritas data keuangan yang digunakan
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dalam laporan keuangan pemerintah. Laporan
hasil evaluasi BPKP sering dijadikan bahan
rujukan oleh Kementerian Keuangan dalam
penyusunan kebijakan pengelolaan fiskal. Studi
empiris menunjukkan bahwa pengawasan
internal BPKP mampu menekan risiko
penyimpangan dan memperbaiki kualitas laporan
keuangan daerah (Rahmawati & Sunaryo, 2021;
Dewi & Pranata, 2023). BPKP juga memberikan
pelatihan kepada aparatur pemerintah untuk
meningkatkan kompetensi di bidang akuntansi
pemerintahan.  Dengan  demikian, BPKP
berfungsi tidak hanya sebagai pengawas, tetapi
juga sebagai fasilitator dalam penguatan
kapasitas institusional akuntansi publik.

Selain itu, BPKP memiliki peran strategis dalam
mendukung  pencegahan  korupsi melalui
penerapan Early Warning System dan audit
berbasis risiko. Sistem ini memungkinkan
deteksi dini terhadap potensi penyimpangan
sebelum  berdampak  signifikan terhadap
keuangan negara. Penerapan pengawasan
berbasis teknologi menjadi langkah inovatif yang
meningkatkan  efektivitas  audit  internal
pemerintah. Penelitian menunjukkan bahwa
pengawasan digital yang dikembangkan oleh
BPKP  berkontribusi  pada  peningkatan
transparansi  fiskal nasional (Hidayat &
Rosdiana, 2022; Anindita & Saputra, 2024).
Dengan demikian, BPKP memainkan peran
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penting dalam membangun sistem pengawasan
yang adaptif terhadap perubahan lingkungan
fiskal dan teknologi informasi. Keberhasilan
reformasi akuntansi publik sangat dipengaruhi
oleh sinergi antara fungsi pembinaan BPKP dan
pengawasan eksternal oleh BPK.

3. Peran Lembaga Pengawasan Lain dan Sinergi
Antarinstansi
Selain BPK dan BPKP, terdapat lembaga lain
yang turut berperan dalam menjaga akuntabilitas
akuntansi sektor publik, seperti Kementerian
Keuangan, Inspektorat Jenderal, dan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK). Kementerian
Keuangan  melalui  Direktorat  Jenderal
Perbendaharaan  bertanggung jawab  atas
pembinaan  teknis  pelaporan  keuangan
pemerintah pusat. Inspektorat Jenderal di setiap
kementerian dan pemerintah daerah berfungsi
sebagai pengawas internal yang memastikan
kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan fiskal.
KPK, meskipun fokus pada pencegahan dan
penindakan korupsi, juga memiliki peran penting
dalam menegakkan prinsip akuntabilitas publik.
Kolaborasi antar lembaga ini menciptakan
ekosistem pengawasan yang komprehensif
dalam mendukung penerapan SAP dan reformasi
akuntansi publik di Indonesia.
Sinergi antara lembaga pengawasan menjadi
faktor kunci keberhasilan sistem akuntansi
publik yang transparan dan akuntabel. Hubungan
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koordinatif antara BPK, BPKP, Inspektorat, dan
Kementerian Keuangan memungkinkan
pertukaran informasi serta harmonisasi standar
audit dan pelaporan. Dengan adanya kolaborasi
lintas lembaga, potensi tumpang tindih fungsi
dapat diminimalkan, sementara efektivitas
pengawasan meningkat. Penelitian menunjukkan
bahwa koordinasi antar lembaga pengawasan
berpengaruh signifikan terhadap peningkatan
kualitas laporan keuangan pemerintah (Utami &
Rahman, 2021; Siregar & Nugroho, 2023).
Model pengawasan terpadu juga mendukung
reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang
lebih terbuka dan efisien. Dengan demikian,
keberhasilan reformasi akuntansi publik tidak
hanya ditentukan oleh penerapan SAP, tetapi
juga oleh kekuatan sistem pengawasan yang
terintegrasi dan berkelanjutan.
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BAB 6. Inovasi dan Digitalisasi dalam Akuntansi
Sektor Publik

6.1 Transformasi Digital dalam Sistem Informasi
Keuangan Daerah (SIKD)

Transformasi  digital dalam  pengelolaan
keuangan daerah menandai perubahan paradigma dalam
praktik akuntansi sektor publik di Indonesia. Penerapan
Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) menjadi
salah satu inovasi strategis untuk meningkatkan
efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan pemerintah daerah. SIKD dikembangkan
sebagai instrumen integratif yang menghubungkan
proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan
evaluasi anggaran berbasis teknologi informasi.
Implementasi sistem ini memungkinkan sinkronisasi
data keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
secara real-time, sehingga mempermudah pemantauan
dan analisis kinerja fiskal. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa SIKD berkontribusi signifikan terhadap
peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintah
daerah (Fauzi & Mulyani, 2019; Siregar & Dewi, 2021).
Digitalisasi ini menjadi fondasi penting dalam
menciptakan tata kelola keuangan yang lebih adaptif
terhadap dinamika kebijakan publik.

SIKD juga berperan dalam memperkuat prinsip
good governance dengan menyediakan data keuangan
yang dapat diakses oleh berbagai pemangku
kepentingan. Pemerintah daerah dapat menggunakan
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sistem ini untuk melakukan evaluasi berbasis bukti,
sementara masyarakat memperoleh akses informasi
yang lebih transparan mengenai penggunaan anggaran
publik. Efisiensi administratif meningkat karena proses
manual dalam pencatatan dan pelaporan digantikan
dengan otomatisasi digital yang mengurangi potensi
kesalahan manusia. Kajian empiris menunjukkan bahwa
penerapan SIKD berpengaruh terhadap efektivitas
proses audit internal dan eksternal di lingkungan
pemerintah daerah (Riyanto & Salsabila, 2020; Hartati
& Yuliani, 2022). Ketersediaan data yang akurat dan
terintegrasi memperkuat posisi pemerintah daerah dalam
proses perencanaan fiskal jangka menengah.

Transformasi digital melalui SIKD juga
membawa dampak signifikan terhadap kecepatan
pengambilan keputusan berbasis data. Sistem ini
memfasilitasi pengelolaan kas daerah, penyusunan
laporan keuangan, dan pengawasan realisasi anggaran
dalam satu platform yang terintegrasi. Dalam konteks
efisiensi birokrasi, SIKD membantu mengurangi waktu
pemrosesan laporan dan mempercepat transfer informasi
ke Kementerian Keuangan. Studi terbaru menunjukkan
bahwa pemerintah daerah yang berhasil
mengimplementasikan SIKD secara optimal mengalami
peningkatan kualitas laporan keuangan yang signifikan
(Ramdani & Pratama, 2022; Kusnadi & Rahman, 2023).
Kemampuan sistem ini dalam menghasilkan laporan
keuangan berbasis akrual juga mendukung implementasi
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) secara konsisten
di tingkat daerah.
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Implementasi SIKD tidak hanya berfokus pada
aspek teknologis, tetapi juga pada reformasi proses
bisnis dan penguatan kapasitas sumber daya manusia.
Penerapan sistem digital memerlukan aparatur yang
memiliki kompetensi dalam teknologi informasi serta
pemahaman mendalam terhadap prinsip akuntansi
pemerintahan. Kesiapan sumber daya manusia menjadi
faktor kunci keberhasilan transformasi digital sektor
publik. Penelitian menyatakan bahwa kurangnya
kompetensi  digital aparatur pemerintah daerah
seringkali menjadi hambatan utama dalam implementasi
sistem keuangan Dberbasis teknologi (Utomo &
Puspitasari, 2021; Widodo & Rahayu, 2023). Oleh
karena itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas
digital menjadi langkah strategis untuk mendukung
efektivitas penerapan SIKD di seluruh wilayah
Indonesia.

Transformasi digital juga menuntut perubahan
budaya organisasi yang lebih terbuka terhadap inovasi
dan data-driven decision making. Pemerintah daerah
harus beradaptasi dengan lingkungan kerja baru yang
berbasis teknologi, di mana akuntabilitas dan
transparansi menjadi nilai utama dalam setiap proses
keuangan. SIKD berfungsi sebagai alat untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat melalui publikasi
data keuangan secara daring, sehingga pengawasan
publik dapat berjalan lebih efektif. Keterbukaan ini
berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat
terhadap lembaga pemerintah daerah. Penelitian
menunjukkan bahwa sistem keuangan berbasis digital
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mendorong efisiensi penggunaan anggaran dan
meningkatkan transparansi fiskal di tingkat daerah
(Anwar & Fitriani, 2020; Hidayat & Nirmalasari, 2022).
Perubahan ini sekaligus memperkuat integritas
kelembagaan dalam konteks tata kelola keuangan
modern.

Salah satu tantangan utama dalam transformasi
digital akuntansi publik adalah integrasi antar sistem dan
interoperabilitas data antar lembaga. Banyak pemerintah
daerah yang masih menggunakan sistem informasi
keuangan yang berbeda, sehingga menimbulkan
kesenjangan data dan kendala dalam konsolidasi laporan
keuangan nasional. Pemerintah pusat telah melakukan
upaya harmonisasi sistem melalui pengembangan
aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
(SAKTI) yang terhubung dengan SIKD. Harmonisasi ini
diharapkan menciptakan keseragaman pelaporan dan
meminimalisir duplikasi data. Kajian menunjukkan
bahwa integrasi antar sistem digital dalam sektor publik
berperan penting dalam meningkatkan efektivitas
pengawasan keuangan (Saputra & Lestari, 2022; Nuraini
& Putra, 2024). Upaya ini menjadi bagian dari strategi
besar transformasi digital nasional yang mendukung
efisiensi birokrasi.

Aspek keamanan informasi menjadi perhatian
penting dalam penerapan SIKD karena sistem ini
mengelola data keuangan publik yang bersifat sensitif.
Pemerintah daerah harus menerapkan mekanisme
pengendalian internal berbasis teknologi seperti multi-
layer —authentication dan data encryption untuk

1 —
FITRIANA, DKK 102



mencegah kebocoran atau penyalahgunaan data.
Keamanan siber menjadi elemen integral dalam
pengelolaan  keuangan  publik  digital, seiring
meningkatnya ancaman kejahatan dunia maya terhadap
sistem pemerintahan. Studi menunjukkan bahwa tata
kelola keamanan data memiliki hubungan erat dengan
tingkat kepercayaan publik terhadap sistem digital
pemerintah (Sari & Yusup, 2021; Wahyudi & Prasetyo,
2023). Oleh karena itu, strategi penguatan keamanan
siber perlu dijalankan secara berkelanjutan agar
keberlangsungan SIKD dapat terjaga dengan baik.

Penerapan SIKD juga membawa implikasi
terhadap peningkatan kualitas pengendalian internal dan
akuntabilitas aparatur daerah. Sistem ini memungkinkan
pelacakan transaksi keuangan secara transparan,
sehingga potensi kecurangan dan penyimpangan
anggaran dapat diminimalisir. Otomatisasi sistem
pencatatan keuangan memperkecil ruang untuk
manipulasi data dan meningkatkan akurasi laporan
keuangan. Penelitian empiris membuktikan bahwa
digitalisasi akuntansi publik melalui SIKD menurunkan
risiko fraud dalam pengelolaan keuangan daerah
(Suganda & Lestiani, 2021; Yulistina & Rachman,
2023). Dengan demikian, keberadaan SIKD tidak hanya
berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai
instrumen pengendalian yang memperkuat akuntabilitas
publik.

Transformasi digital keuangan daerah juga
berkontribusi terhadap efektivitas kebijakan fiskal
pemerintah pusat. Data keuangan yang dikumpulkan
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dari SIKD menjadi dasar dalam analisis makroekonomi,
penentuan alokasi transfer ke daerah, serta evaluasi
kinerja anggaran nasional. Dengan demikian, sistem
informasi keuangan daerah tidak hanya berfungsi untuk
kepentingan administratif lokal, tetapi juga berperan
dalam mendukung kebijakan fiskal nasional yang
berbasis bukti. Kajian menunjukkan bahwa integrasi
SIKD dengan  sistem  perencanaan  nasional
meningkatkan efektivitas pengambilan kebijakan fiskal
(Handayani & Puspita, 2020; Prabowo & Laila, 2022).
Peningkatan kualitas data keuangan daerah memberikan
kontribusi langsung terhadap perencanaan
pembangunan nasional yang lebih efisien dan tepat
sasaran.

Keberhasilan transformasi digital melalui SIKD
menuntut komitmen kuat dari seluruh pemangku
kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Pemerintah perlu terus memperbarui regulasi dan
kebijakan yang mendukung pengembangan sistem
informasi keuangan berbasis digital. Dukungan politik,
anggaran, serta kerjasama lintas lembaga menjadi faktor
penting dalam mempercepat adopsi teknologi akuntansi
publik. Penelitian menegaskan bahwa keberlanjutan
transformasi  digital sangat dipengaruhi oleh
kepemimpinan visioner dan komitmen terhadap
reformasi birokrasi (Susanto & Wahyuningrum, 2021;
Alfian & Hidayat, 2024). Oleh karena itu, SIKD bukan
sekadar sistem teknologi, melainkan simbol perubahan
menuju tata kelola keuangan publik yang transparan,
efisien, dan berkeadilan.
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6.2 Pemanfaatan Teknologi dan Big Data untuk
Transparansi Publik

Pemanfaatan teknologi dan big data dalam
akuntansi sektor publik menjadi tonggak penting menuju
era pemerintahan berbasis data. Teknologi informasi
memungkinkan pemerintah untuk mengumpulkan,
mengelola, dan menganalisis data keuangan dalam skala
besar secara efisien. Big data analytics memberikan
kemampuan untuk mengidentifikasi pola pengeluaran,
potensi kebocoran anggaran, dan tren fiskal secara real-
time, sehingga mendukung proses pengambilan
keputusan berbasis bukti. Transformasi ini mengubah
cara pengelolaan keuangan publik dari sistem manual
menjadi sistem digital yang adaptif terhadap dinamika
ekonomi dan sosial. Penelitian menunjukkan bahwa
pemanfaatan big data dalam pelaporan keuangan publik
memperkuat transparansi dan meningkatkan efisiensi
penggunaan anggaran (Rohman & Hidayati, 2020;
Nasution & Siregar, 2022). Penggunaan data yang masif
tersebut juga membantu menciptakan tata kelola
keuangan yang lebih terbuka dan akuntabel.

Penerapan big data dalam sektor publik tidak
hanya berkaitan dengan pengumpulan data keuangan,
tetapi juga dengan analisis kebijakan fiskal dan kinerja
organisasi. Pemerintah dapat menggunakan teknologi
analitik untuk mengidentifikasi pola belanja yang tidak
efisien, menilai efektivitas program sosial, serta
memprediksi kebutuhan anggaran di masa depan.
Pendekatan ini mendukung konsep evidence-based
policy, di mana setiap kebijakan didasarkan pada data
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yang valid dan terukur. Sistem analisis keuangan
berbasis big data juga memungkinkan deteksi dini
terhadap potensi penyimpangan atau indikasi korupsi
dalam pengelolaan dana publik. Studi empiris
menegaskan bahwa big data analytics memiliki korelasi
positif terhadap peningkatan kualitas pengawasan fiskal
dan akuntabilitas publik (Kurniawan & Utami, 2021;
Nugraha & Setiawan, 2023). Pemanfaatan teknologi ini
menjadi wujud konkret integrasi antara inovasi digital
dan reformasi akuntansi publik.

Teknologi berbasis cloud computing turut
memainkan peran penting dalam penyimpanan dan
pemrosesan data keuangan publik. Sistem berbasis awan
memungkinkan pemerintah untuk menyimpan data
dalam jumlah besar dengan tingkat keamanan dan
aksesibilitas yang tinggi. Integrasi antarinstansi menjadi
lebih mudah karena data dapat diakses lintas platform
dan lokasi secara efisien. Pemerintah pusat dan daerah
dapat menggunakan sistem berbasis cloud untuk
mempercepat proses pelaporan keuangan dan koordinasi
fiskal. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan
cloud-based accounting systems meningkatkan efisiensi
pelaporan  keuangan publik dan  memperkuat
transparansi antar lembaga pemerintahan (Andriani &
Prabowo, 2020; Sasmita & Rahardjo, 2022). Teknologi
ini juga mendukung pengembangan sistem pelaporan
berbasis waktu nyata yang relevan bagi pengawasan
publik.

Pemanfaatan big data juga berkontribusi
terhadap penguatan partisipasi masyarakat dalam
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pengawasan keuangan publik. Data yang terbuka dan
dapat diakses secara digital mendorong keterlibatan
warga dalam memantau penggunaan anggaran dan
menilai kinerja pemerintah. Melalui portal data terbuka,
masyarakat dapat melihat rincian belanja publik, proyek
infrastruktur, serta hasil audit keuangan secara
transparan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip open
government yang menekankan kolaborasi antara
pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sumber
daya publik. Hasil riset menunjukkan bahwa kebijakan
keterbukaan  data  publik  berbasis  teknologi
meningkatkan  kepercayaan masyarakat terhadap
institusi pemerintah (Hendrawan & Yusuf, 2021; Dewi
& Hartono, 2023). Dengan demikian, pemanfaatan big
data menjadi instrumen strategis untuk memperluas
ruang demokrasi fiskal dan akuntabilitas sosial.

Selain mendukung transparansi, big data
berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi
dan efektivitas perencanaan anggaran publik.
Pemerintah dapat menggunakan analitik data untuk
mengidentifikasi sektor prioritas yang membutuhkan
pendanaan lebih besar, sekaligus menekan pemborosan
pada sektor yang kurang produktif. Pendekatan berbasis
data membantu pengambil kebijakan memahami
hubungan antara input, output, dan outcome kebijakan
fiskal secara lebih akurat. Penggunaan predictive
analytics dalam manajemen anggaran memungkinkan
deteksi dini terhadap potensi defisit fiskal atau
ketidaksesuaian target kinerja. Studi menyebutkan
bahwa penerapan data-driven budgeting memperkuat
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efektivitas pengelolaan fiskal di tingkat nasional
maupun daerah (Iskandar & Mariani, 2021; Susilo &
Permana, 2024). Teknologi ini sekaligus memperluas
fungsi akuntansi publik sebagai alat manajemen
strategis, bukan sekadar instrumen pencatatan.

Integrasi antara big data dan sistem informasi
akuntansi publik membutuhkan infrastruktur digital
yang  andal.  Pemerintah  perlu  memastikan
kompatibilitas sistem, kecepatan akses, dan keamanan
data agar proses pengumpulan serta analisis informasi
berjalan lancar. Beberapa tantangan muncul terkait
ketersediaan infrastruktur teknologi di daerah tertinggal
yang masih terbatas. Pemerintah telah menginisiasi
pembangunan pusat data nasional untuk
mengintegrasikan sistem informasi keuangan lintas
kementerian dan daerah. Langkah ini bertujuan
meningkatkan efisiensi manajemen data publik dan
mempercepat proses pelaporan keuangan secara
nasional. Penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur
digital yang baik berpengaruh langsung terhadap
efektivitas implementasi big data dalam sektor publik
(Hakim & Wardhana, 2022; Fitria & Aditya, 2023).
Dengan demikian, pembangunan infrastruktur menjadi
prasyarat utama keberhasilan transformasi akuntansi
publik berbasis teknologi.

Pemanfaatan big data dalam akuntansi publik
juga membawa perubahan terhadap pola kerja aparatur
pemerintah. Pegawai dituntut memiliki literasi digital
dan kemampuan analisis data yang memadai untuk
mengolah informasi keuangan secara efektif. Perubahan
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ini menuntut peningkatan kapasitas sumber daya
manusia agar mampu menginterpretasikan hasil analisis
data menjadi kebijakan yang relevan. Pemerintah pusat
dan daerah perlu mengembangkan program pelatihan
dan sertifikasi kompetensi digital bagi aparatur
pengelola keuangan. Penelitian menunjukkan bahwa
kompetensi digital memiliki hubungan signifikan
dengan kualitas implementasi sistem keuangan berbasis
big data (Nugroho & Handayani, 2021; Lestari &
Prasetyo, 2024). Oleh karena itu, reformasi akuntansi
publik berbasis teknologi tidak dapat dipisahkan dari
penguatan kapasitas manusia yang menjalankannya.

Keterbukaan data publik melalui teknologi
digital juga berimplikasi pada peningkatan akuntabilitas
politik. Masyarakat dapat menilai sejauh mana
pemerintah menggunakan anggaran sesuai janji politik
dan sasaran pembangunan. Pengawasan publik berbasis
teknologi ini menciptakan tekanan positif bagi
pemerintah untuk menjaga integritas dan efisiensi
penggunaan anggaran. Portal big data transparency
yang dikembangkan di beberapa daerah terbukti efektif
dalam mendorong pengawasan sosial dan mengurangi
praktik korupsi. Studi empiris menyebutkan bahwa
teknologi  keterbukaan data publik memperkuat
hubungan antara transparansi fiskal dan kepercayaan
politik masyarakat (Putri & Mardiana, 2022; Syahrul &
Widodo, 2024). Fenomena ini mempertegas peran
teknologi sebagai alat kontrol sosial yang memperkuat
legitimasi pemerintahan.
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Namun, penggunaan big data dalam akuntansi
publik tidak terlepas dari tantangan etika dan privasi.
Volume data yang besar berpotensi menimbulkan risiko
penyalahgunaan informasi apabila tidak diatur secara
ketat. Pemerintah perlu memastikan adanya regulasi
yang jelas terkait perlindungan data publik dan
mekanisme akses informasi. Pengelolaan big data harus
dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian agar tidak
menimbulkan pelanggaran hak privasi individu.
Penelitian menunjukkan bahwa tata kelola data yang
lemah dapat menghambat efektivitas transparansi publik
dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap
sistem digital (Sari & Firmansyah, 2021; Hartono &
Wahid, 2023). Oleh karena itu, penguatan kebijakan
privasi dan etika menjadi bagian penting dari reformasi
digital di sektor publik.

Pemanfaatan big data dan teknologi digital
dalam akuntansi publik menunjukkan arah baru dalam
tata kelola keuangan negara yang lebih terbuka, efisien,
dan akuntabel. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai
pengelola anggaran, tetapi juga sebagai pengelola data
yang harus menjamin keandalan dan keterbukaan
informasi. Integrasi antara inovasi digital dan prinsip
akuntansi publik menciptakan sistem yang responsif
terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan ekonomi
global. Penelitian menegaskan bahwa keberhasilan
transformasi digital bergantung pada sinergi antara
regulasi, teknologi, dan budaya transparansi (Hidayat &
Alim, 2022; Fadilah & Nugraheni, 2024). Dengan
demikian, big data bukan hanya alat teknis, tetapi juga
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pilar etika dan keadilan sosial dalam sistem akuntansi
sektor publik modern.

6.3 Tantangan Etika dan Keamanan Informasi
dalam Era Digital

Pemanfaatan teknologi digital dalam akuntansi
sektor publik menghadirkan peluang besar sekaligus
tantangan serius, terutama dalam hal etika dan keamanan
informasi. Digitalisasi mempercepat pengumpulan,
pengolahan, dan penyajian data keuangan publik, namun
juga membuka potensi kebocoran data serta
penyalahgunaan informasi. Dalam konteks pengelolaan
keuangan negara, integritas dan kerahasiaan data
menjadi aspek yang sangat penting untuk menjaga
kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah.
Penelitian menunjukkan bahwa risiko keamanan siber di
sektor publik meningkat seiring dengan adopsi teknologi
berbasis cloud dan sistem daring (Rahman & Akter,
2022; Putra & Santoso, 2023). Oleh karena itu,
diperlukan kebijakan keamanan informasi yang kuat dan
berkelanjutan dalam setiap implementasi sistem digital
akuntansi  pemerintahan. Upaya ini mencakup
perlindungan terhadap akses ilegal serta peningkatan
kesadaran etika digital bagi para pengelola data publik.

Tantangan etika muncul karena penggunaan
teknologi berpotensi menimbulkan dilema moral dalam
pengelolaan data keuangan publik. Aparatur pemerintah
dituntut untuk menjaga profesionalisme dalam
menggunakan data dan teknologi tanpa melanggar
prinsip-prinsip kerahasiaan serta integritas. Ketika
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transparansi diutamakan, risiko pelanggaran privasi atau
penyalahgunaan informasi seringkali tidak dapat
dihindarkan. Studi terbaru menyoroti bahwa rendahnya
literasi etika digital di kalangan pegawai pemerintah
dapat memperbesar potensi pelanggaran data dan
manipulasi sistem (Kurniawan & Dewi, 2021;
Suhartono, 2024). Oleh karena itu, penguatan budaya
etika digital menjadi fondasi penting dalam proses
digitalisasi  akuntansi publik. Pemerintah perlu
menanamkan nilai moralitas dan tanggung jawab sosial
dalam setiap kebijakan pengelolaan data keuangan.

Keamanan informasi publik memerlukan
dukungan teknologi yang mampu mendeteksi dan
mencegah ancaman siber secara real-time. Serangan
seperti  phishing, malware, dan ransomware dapat
mengganggu integritas data keuangan dan menimbulkan
kerugian besar bagi negara. Oleh karena itu, strategi
mitigasi risiko harus diintegrasikan ke dalam sistem
akuntansi berbasis digital. Studi empiris menemukan
bahwa implementasi teknologi enkripsi dan multi-factor
authentication secara signifikan dapat menurunkan
risiko kebocoran data di instansi pemerintahan (Arifin &
Nugroho, 2022; Setyawan, 2023). Selain itu, audit
keamanan informasi perlu dilakukan secara berkala
untuk memastikan sistem berjalan sesuai standar
keamanan nasional dan internasional. Langkah ini tidak
hanya melindungi data, tetapi juga memperkuat
kredibilitas pemerintah di mata publik.

Aspek regulasi dan tata kelola menjadi kunci
dalam menjaga keseimbangan antara keterbukaan
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informasi dan perlindungan data publik. Pemerintah
harus mengembangkan regulasi yang menegaskan
tanggung jawab lembaga dalam melindungi data
keuangan negara serta mengatur mekanisme pelaporan
pelanggaran etika digital. Implementasi Peraturan
Pemerintah No. 71  Tahun 2019  tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
merupakan langkah signifikan dalam memastikan
keamanan informasi publik di Indonesia. Namun,
tantangan muncul dalam aspek penegakan hukum dan
koordinasi antar lembaga pengawas (Hidayat &
Prabowo, 2022; Lestari, 2024). Peraturan yang kuat
perlu diiringi dengan kapasitas sumber daya manusia
yang memahami aspek hukum dan etika digital secara
komprehensif. Sinergi ini akan menciptakan sistem
digital yang transparan, aman, dan berkeadilan sosial.
Kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor
penentu dalam menghadapi tantangan etika dan
keamanan informasi di sektor publik. Aparatur
pengelola keuangan perlu dibekali dengan kemampuan
analisis digital, pemahaman teknologi informasi, serta
kesadaran moral terhadap risiko pelanggaran data.
Pelatihan dan sertifikasi di bidang keamanan informasi
publik perlu diperkuat melalui kerja sama antar instansi
dan lembaga pendidikan tinggi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa organisasi sektor publik yang
menerapkan cybersecurity awareness training mampu
mengurangi risiko pelanggaran data hingga 40 persen
(Nasution & Hakim, 2023; Prasetyo, 2024). Dengan
demikian, investasi dalam peningkatan kompetensi etika
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digital menjadi investasi jangka panjang bagi
keberlanjutan tata kelola keuangan negara.

Inovasi digital yang tidak diimbangi dengan tata
kelola etika yang baik dapat berakibat pada penurunan
kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan.
Masyarakat menuntut transparansi, namun di sisi lain
juga menuntut perlindungan privasi atas informasi yang
mereka berikan kepada negara. Pemerintah perlu
menyeimbangkan kedua aspek tersebut melalui
pendekatan yang adaptif, partisipatif, dan berbasis
teknologi beretika. Penelitian global mengindikasikan
bahwa model ethical digital governance mampu
meningkatkan kepatuhan dan legitimasi lembaga publik
di mata warga (Mendoza & Ortiz, 2022; Wicaksono,
2023). Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip
etika digital dalam akuntansi sektor publik bukan
sekadar pelengkap, melainkan bagian integral dari tata
kelola keuangan modern yang berorientasi pada nilai
kemanusiaan dan keadilan sosial.
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BAB 7. Refleksi dan Arah Pengembangan
Akuntansi Sektor Publik

7.1 Evaluasi Peran Akuntansi Publik terhadap Tata
Kelola dan Keadilan Sosial

Akuntansi sektor publik memiliki peran strategis
dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan
memastikan keadilan sosial melalui pengelolaan sumber
daya publik yang efektif. Sistem akuntansi publik yang
baik menyediakan informasi keuangan yang transparan,
akurat, dan relevan bagi pengambilan keputusan
pemerintah. Laporan keuangan yang disusun sesuai
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memungkinkan
evaluasi kinerja fiskal dan penilaian efektivitas
kebijakan publik secara objektif. Studi empiris
menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan
pemerintah  berbanding lurus  dengan  tingkat
akuntabilitas dan kepercayaan publik (Rahmawati &
Nugroho, 2021; Santoso & Lestari, 2022). Akuntansi
publik bukan sekadar mekanisme administratif, tetapi
juga instrumen untuk menilai distribusi keuangan yang
adil dan berkelanjutan.

Peran akuntansi publik dalam tata kelola meliputi
pengawasan, kontrol internal, serta penyediaan data
untuk analisis kinerja keuangan pemerintah. Sistem ini
mendukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja
(performance-based budgeting), sehingga alokasi dana
lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Evaluasi
kinerja ~ keuangan  publik  melalui  akuntansi
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memungkinkan identifikasi pemborosan, inefisiensi, dan
potensi  penyalahgunaan  anggaran.  Penelitian
menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang
menerapkan akuntansi berbasis akrual cenderung
memiliki transparansi lebih tinggi dan pengelolaan
anggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan
masyarakat (Putri & Handayani, 2020; Siregar & Dewi,
2023). Dengan demikian, akuntansi publik berfungsi
sebagai instrumen kontrol yang mendukung tata kelola
yang baik.

Akuntansi publik juga berkontribusi terhadap
pencapaian keadilan sosial dengan memastikan
distribusi sumber daya yang proporsional dan tepat
sasaran.  Laporan  keuangan yang transparan
memungkinkan pemangku kepentingan menilai sejauh
mana  kebijakan  fiskal mendukung kelompok
masyarakat rentan. Melalui pengungkapan informasi
yang lengkap, masyarakat dapat memantau alokasi
anggaran pada sektor pendidikan, kesehatan, dan
infrastruktur  publik. Studi menunjukkan bahwa
keterbukaan laporan keuangan berpengaruh positif
terhadap persepsi keadilan sosial masyarakat dan
partisipasi  publik dalam pengawasan anggaran
(Hendrawan & Yusuf, 2021; Dewi & Hartono, 2022).
Peran akuntansi publik dalam konteks ini memperkuat
hubungan antara pemerintah dan masyarakat sebagai
bagian dari demokrasi fiskal.

Evaluasi implementasi akuntansi publik juga
menekankan pentingnya integrasi antara teknologi,
regulasi, dan sumber daya manusia. Digitalisasi sistem
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keuangan daerah, seperti melalui SIKD dan cloud-based
systems, meningkatkan akurasi, kecepatan, dan
aksesibilitas laporan keuangan. Namun, efektivitas
teknologi ini bergantung pada kompetensi aparatur
pemerintah dan kepatuhan terhadap prinsip etika digital.
Penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan
kemampuan digital dan kurangnya literasi etika dapat
menghambat pencapaian tujuan transparansi dan
akuntabilitas (Kurniawan & Dewi, 2021; Nasution &
Hakim, 2022). Oleh karena itu, pengembangan kapasitas
manusia menjadi faktor kritis untuk memaksimalkan
peran akuntansi publik dalam tata kelola pemerintahan.

Secara keseluruhan, akuntansi sektor publik
berperan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat
tata kelola dan mendukung keadilan sosial. Informasi
keuangan yang akurat, transparan, dan berbasis kinerja
memungkinkan evaluasi kebijakan publik secara
objektif dan pemantauan alokasi sumber daya secara
adil. Integrasi antara prinsip akuntansi, teknologi digital,
dan etika publik menciptakan sistem yang adaptif
terhadap tuntutan modernisasi pemerintahan. Studi
terkini menegaskan bahwa akuntansi publik yang efektif
dapat meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat
partisipasi masyarakat, dan mendukung pembangunan
sosial-ekonomi yang berkelanjutan (Rahman & Santoso,
2022; Lestari & Pratama, 2023). Evaluasi ini
menunjukkan bahwa akuntansi publik bukan sekadar
prosedur administratif, tetapi fondasi bagi tata kelola
yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
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Akuntansi publik juga memfasilitasi pengukuran
dampak kebijakan fiskal terhadap kesejahteraan
masyarakat. Dengan menggunakan laporan keuangan
berbasis akrual, pemerintah dapat menilai efektivitas
alokasi anggaran terhadap berbagai program sosial.
Evaluasi ini membantu dalam mengidentifikasi apakah
distribusi dana telah menjangkau kelompok yang
membutuhkan atau terjadi ketimpangan. Studi empiris
menunjukkan bahwa sistem akuntansi publik yang
terintegrasi dengan indikator kinerja sosial mampu
mendorong penggunaan anggaran lebih tepat sasaran
(Fauzi & Mulyani, 2019; Siregar & Dewi, 2021).
Dengan demikian, akuntansi publik menjadi alat
evaluasi kebijakan fiskal yang mendukung prinsip
keadilan sosial.

Transparansi  informasi  keuangan  publik
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan
penggunaan anggaran. Laporan keuangan yang dapat
diakses publik memberikan peluang bagi warga, media,
dan lembaga masyarakat untuk menilai kinerja
pemerintah. Pengawasan publik ini menjadi mekanisme
kontrol sosial yang efektif, mendorong pemerintah untuk
mempertahankan integritas dan efisiensi pengelolaan
keuangan. Penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan
data fiskal meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan
mengurangi risiko korupsi (Putri & Handayani, 2020;
Nugraha & Setiawan, 2023). Keterlibatan masyarakat
melalui teknologi informasi juga memperkuat legitimasi
pemerintah dalam pengambilan keputusan.
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Integrasi akuntansi publik dengan sistem digital
mendorong efisiensi birokrasi dan penguatan tata kelola.
Sistem  informasi  keuangan  berbasis  digital
memungkinkan pemrosesan data secara cepat dan
akurat, sekaligus mengurangi kesalahan manual dalam
pencatatan transaksi. Studi menunjukkan bahwa
digitalisasi akuntansi publik meningkatkan ketepatan
waktu penyusunan laporan keuangan dan kualitas audit
(Ramdani & Pratama, 2022; Kusnadi & Rahman, 2023).
Transformasi ini juga mendorong terciptanya budaya
kerja berbasis data (data-driven governance) yang
memprioritaskan hasil dan kinerja nyata. Integrasi
teknologi dan akuntansi publik menjadi kunci
keberlanjutan reformasi keuangan di era digital.

Akuntansi  publik memberikan  kontribusi
terhadap pencegahan penyalahgunaan anggaran melalui
mekanisme pengendalian internal yang ketat. Sistem
pencatatan transaksi yang transparan dan audit yang
terstruktur meminimalkan celah bagi praktik korupsi
atau nepotisme. Penelitian empiris menunjukkan bahwa
penguatan pengendalian internal melalui akuntansi
publik berpengaruh signifikan terhadap penurunan
penyimpangan anggaran di tingkat pemerintah daerah
(Suganda & Lestiani, 2021; Yulistina & Rachman,
2023). Akuntansi sektor publik berperan sebagai
instrumen pengawasan preventif sekaligus sebagai basis
perbaikan berkelanjutan untuk tata kelola pemerintah
yang lebih akuntabel.

Evaluasi peran akuntansi publik juga
menekankan perlunya sinergi antara berbagai lembaga
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pemerintah.  Koordinasi antara BPK, BPKP,
Kementerian Keuangan, dan Inspektorat Jenderal
memastikan pengawasan yang menyeluruh dan
konsisten. Penelitian menunjukkan bahwa sinergi antar
lembaga pengawas meningkatkan efektivitas audit dan
kualitas laporan keuangan publik (Utami & Rahman,
2021; Siregar & Nugroho, 2023). Sinergi ini juga
membantu mengurangi tumpang tindih fungsi dan
memaksimalkan sumber daya pengawasan. Akuntansi
publik berfungsi sebagai pengikat dalam ekosistem tata
kelola keuangan yang terintegrasi dan transparan.

7.2 Arah Kebijakan dan Reformasi Keuangan Publik
di Masa Depan

Reformasi keuangan publik di masa depan harus
menekankan ~ penerapan  prinsip  akuntabilitas,
transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran
negara. Kebijakan fiskal perlu diarahkan pada penguatan
sistem akuntansi berbasis kinerja dan digitalisasi,
sehingga setiap penggunaan dana publik dapat
dipertanggungjawabkan  secara jelas.  Penelitian
menunjukkan bahwa pemerintah yang menerapkan
digitalisasi akuntansi publik mampu meningkatkan
efisiensi dan akurasi pelaporan keuangan (Fauzi &
Mulyani, 2019; Siregar & Dewi, 2021). Transformasi ini
menjadi strategi untuk mengurangi penyalahgunaan
anggaran dan meningkatkan kepercayaan publik.
Reformasi keuangan publik juga menuntut evaluasi
terus-menerus terhadap efektivitas program fiskal yang
berjalan. Kebijakan masa depan harus selaras dengan
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tujuan pembangunan berkelanjutan dan kebutuhan
masyarakat.

Integrasi teknologi digital menjadi fokus utama
dalam reformasi keuangan publik. Pemanfaatan big
data, cloud computing, dan digital dashboards
memungkinkan pengelolaan keuangan yang cepat,
akurat, dan transparan. Sistem digital ini dapat
mendukung audit real-time dan deteksi dini potensi
penyimpangan anggaran. Penelitian terbaru
menunjukkan  bahwa pemerintah daerah yang
menerapkan sistem informasi keuangan digital
mengalami peningkatan kualitas laporan keuangan dan
pengawasan fiskal (Ramdani & Pratama, 2022; Kusnadi
& Rahman, 2023). Transformasi digital bukan sekadar
otomatisasi, tetapi bagian dari strategi tata kelola modern
yang berbasis data (data-driven  governance).
Penggunaan teknologi ini juga mendorong pengambilan
keputusan fiskal yang lebih responsif terhadap
perubahan ekonomi dan sosial.

Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan
fiskal yang lebih inklusif dan berorientasi pada keadilan
sosial. Distribusi anggaran harus mempertimbangkan
kesenjangan sosial dan kebutuhan kelompok rentan.
Akuntansi publik berperan sebagai alat evaluasi
distribusi anggaran agar tepat sasaran dan adil
Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran
yang mempertimbangkan prinsip keadilan sosial
meningkatkan  persepsi  kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah (Hendrawan & Yusuf, 2021; Dewi
& Hartono, 2022). Kebijakan masa depan harus
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menekankan integrasi antara akuntabilitas fiskal dan
dampak sosial dari pengeluaran publik. Pemerintah juga
perlu memperkuat sistem monitoring dan evaluasi
program agar tujuan pembangunan berkelanjutan
tercapai.

Reformasi keuangan publik menuntut penguatan
kapasitas sumber daya manusia. Aparatur pemerintah
harus memiliki kompetensi digital, kemampuan analisis
data, dan pemahaman prinsip akuntansi sektor publik.
Penelitian menunjukkan bahwa kompetensi pegawai
berkorelasi positif dengan kualitas implementasi sistem
digital dan akuntansi berbasis kinerja (Kurniawan &
Dewi, 2021; Nasution & Hakim, 2022). Pelatihan,
sertifikasi, dan pengembangan kapasitas harus menjadi
bagian dari kebijakan reformasi jangka panjang. Sumber
daya manusia yang kompeten menjadi faktor utama
keberhasilan implementasi akuntansi publik modern.
Tanpa penguatan kapasitas aparatur, inovasi digital dan
reformasi kebijakan fiskal tidak akan berjalan optimal.

Penguatan pengawasan internal dan eksternal
menjadi agenda penting dalam reformasi keuangan
publik. Sinergi antara BPK, BPKP, Inspektorat, dan
Kementerian Keuangan diperlukan untuk memastikan
kualitas pengawasan dan integritas laporan keuangan.
Studi empiris menunjukkan bahwa koordinasi antar
lembaga pengawas meningkatkan efektivitas audit dan
menekan risiko penyalahgunaan anggaran (Utami &
Rahman, 2021; Siregar & Nugroho, 2023). Kebijakan
masa depan harus memperkuat mekanisme audit
berbasis risiko dan pengawasan berbasis teknologi.
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Reformasi ini akan mendorong terciptanya sistem
pengelolaan keuangan yang adaptif, transparan, dan
akuntabel.

Transparansi publik menjadi aspek krusial dalam
arah kebijakan keuangan masa depan. Pemerintah perlu
menyediakan data anggaran yang terbuka dan mudah
diakses masyarakat. Portal data terbuka (open data
portal) memungkinkan partisipasi publik dalam
pengawasan  penggunaan  anggaran.  Penelitian
menunjukkan bahwa keterbukaan informasi fiskal
berpengaruh  positif terhadap akuntabilitas dan
kepercayaan publik (Putri & Handayani, 2020; Nugraha
& Setiawan, 2023). Kebijakan masa depan harus
memastikan bahwa digitalisasi dan keterbukaan
informasi berjalan beriringan. Partisipasi masyarakat
menjadi pengawas tambahan yang memperkuat sistem
akuntansi publik.

Kebijakan fiskal masa depan harus menekankan
integrasi antara perencanaan anggaran dan evaluasi
kinerja berbasis hasil (performance-based budgeting).
Akuntansi sektor publik menjadi instrumen untuk
menilai efisiensi, efektivitas, dan dampak sosial dari
alokasi anggaran. Studi menunjukkan bahwa
penggunaan sistem berbasis kinerja meningkatkan
kualitas perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban
fiskal (Rohman & Hidayati, 2020; Nasution & Siregar,
2022). Pendekatan ini membantu pemerintah
mengidentifikasi prioritas pembangunan secara lebih
tepat. Evaluasi berbasis kinerja juga mendorong
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akuntabilitas yang nyata dan pengelolaan sumber daya
publik yang lebih bertanggung jawab.

Keamanan siber dan etika digital menjadi
perhatian utama dalam reformasi keuangan publik.
Sistem informasi keuangan yang digital harus dilengkapi
mekanisme proteksi terhadap ancaman siber dan
penyalahgunaan data. Penelitian menunjukkan bahwa
penerapan keamanan siber yang baik berpengaruh
signifikan terhadap kepercayaan publik terhadap sistem
digital pemerintah (Arifin & Nugroho, 2022; Setyawan,
2023). Kebijakan masa depan perlu menekankan
kepatuhan pada etika digital dan perlindungan data
publik. Keamanan dan etika digital menjadi landasan
untuk membangun tata kelola keuangan modern yang
berintegritas dan berkelanjutan.

Reformasi keuangan publik juga menekankan
inovasi dalam pengelolaan fiskal, termasuk penggunaan
predictive analytics dan artificial intelligence untuk
perencanaan anggaran. Teknologi ini memungkinkan
pemerintah memproyeksikan kebutuhan anggaran,
memantau realisasi, dan mendeteksi potensi risiko
dengan lebih akurat. Studi menunjukkan bahwa inovasi
digital ini meningkatkan kualitas pengambilan
keputusan fiskal dan memperkuat transparansi publik
(Iskandar & Mariani, 2021; Susilo & Permana, 2024).
Arah kebijakan ke depan perlu mendorong integrasi
inovasi teknologi dengan prinsip akuntansi publik untuk
meningkatkan efisiensi dan keadilan sosial.

Secara keseluruhan, arah reformasi keuangan
publik di masa depan harus berfokus pada digitalisasi,
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transparansi, keadilan sosial, penguatan kapasitas
manusia, dan pengawasan yang efektif. Integrasi antara
teknologi, prinsip akuntansi, dan etika publik menjadi
kunci keberhasilan tata kelola keuangan modern. Studi
empiris menunjukkan bahwa reformasi yang holistik
meningkatkan kepercayaan publik, efisiensi penggunaan
anggaran, dan kualitas pembangunan (Rahman &
Santoso, 2022; Lestari & Pratama, 2023). Kebijakan
masa depan harus bersifat adaptif, berbasis data, dan
partisipatif untuk menghadapi tantangan ekonomi dan
sosial yang dinamis. Reformasi ini sekaligus menjadi
fondasi bagi pembangunan publik yang berkelanjutan
dan akuntabel.
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GLOSARIUM

1. Akuntabilitas Publik: Tanggung jawab pemerintah
dalam mengelola sumber daya publik dan
mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat.

2. Akuntansi Akrual: Metode akuntansi yang
mencatat pendapatan dan beban saat terjadinya,
bukan saat kas diterima atau dibayarkan.

3. Akuntansi Berbasis Kinerja: Sistem akuntansi
yang menghubungkan pengeluaran anggaran
dengan pencapaian hasil atau output.

4. Audit: Proses pemeriksaan independen terhadap
laporan keuangan untuk menilai keakuratan dan
kepatuhannya.

5. Big Data: Kumpulan data besar dan kompleks yang
memerlukan teknologi analitik khusus untuk
memproses dan menafsirkannya.

6. Cloud Computing: Teknologi penyimpanan dan
pemrosesan data melalui server online yang dapat
diakses dari berbagai lokasi.

7. Data-Driven Governance: Pendekatan
pengambilan keputusan pemerintah berdasarkan
analisis data yang akurat dan terukur.

8. Efisiensi Fiskal: Penggunaan sumber daya publik
dengan cara yang paling optimal untuk mencapai
tujuan yang diinginkan.

9. Etika Digital: Prinsip moral dan profesional dalam
penggunaan teknologi dan pengelolaan informasi
digital.
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10. Good Governance: Tata kelola pemerintahan yang
transparan, akuntabel, responsif, dan partisipatif.

11. Integritas Publik: Konsistensi aparatur pemerintah
dalam bertindak sesuai prinsip moral, hukum, dan
standar profesional.

12. Keadilan Sosial: Prinsip distribusi sumber daya
publik secara merata untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

13. Kebijakan Fiskal: Strategi pemerintah dalam
penggunaan anggaran dan pajak untuk mengatur
perekonomian.

14. Kompetensi Digital: Kemampuan individu untuk
memahami, menggunakan, dan mengevaluasi
teknologi digital secara efektif.

15. Kinerja Fiskal: Ukuran efektivitas penggunaan
anggaran dalam mencapai tujuan pembangunan.

16. Laporan Keuangan Publik: Dokumen yang
menyajikan kondisi keuangan, hasil operasi, dan
arus kas pemerintah.

17. Manajemen Risiko Fiskal: Identifikasi dan
pengelolaan  potensi  risiko  yang  dapat
mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah.

18. Open Government: Konsep pemerintahan terbuka
yang mendorong partisipasi masyarakat dan
transparansi informasi.

19. Partisipasi Publik: Keterlibatan masyarakat dalam
pengambilan keputusan dan pengawasan kebijakan
pemerintah.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Pengawasan Fiskal: Proses monitoring terhadap
penggunaan anggaran untuk memastikan kepatuhan
dan efisiensi.

Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja:
Penyusunan anggaran yang mengaitkan alokasi
dana dengan hasil dan dampak program.
Reformasi Birokrasi: Perubahan struktural dan
proses dalam pemerintah untuk meningkatkan
efektivitas dan akuntabilitas.

Reformasi Keuangan Publik: Upaya memperbaiki
sistem pengelolaan keuangan pemerintah agar lebih
efisien, transparan, dan akuntabel.

SIKD: Sistem Informasi Keuangan Daerah,
platform digital untuk pengelolaan anggaran
pemerintah daerah.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP):
Pedoman akuntansi yang berlaku bagi pemerintah
dalam menyusun laporan keuangan.

Sistem Informasi Akuntansi: Sistem digital yang
memproses, menyimpan, dan melaporkan informasi
keuangan.

Sumber Daya Manusia (SDM) Publik: Aparatur
pemerintah yang mengelola keuangan dan
pelayanan publik.

Tata Kelola Keuangan: Proses pengelolaan
anggaran yang mengutamakan transparansi,
akuntabilitas, dan efektivitas.

Transparansi Fiskal: Ketersediaan informasi
keuangan publik yang mudah diakses oleh
masyarakat.
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30. Transformasi Digital: Perubahan proses kerja dan
layanan pemerintah melalui penerapan teknologi
digital.

31. Good Financial Governance: Pengelolaan
keuangan publik yang mengikuti prinsip tata kelola
baik dan efisien.

32. Pengendalian Internal: Prosedur dan mekanisme
untuk memastikan penggunaan dana publik sesuai
aturan.

33. Audit Real-Time: Pemeriksaan keuangan yang
dilakukan secara langsung dan berkelanjutan
dengan dukungan teknologi digital.

34. Fraud Detection: Proses identifikasi potensi
kecurangan atau penyalahgunaan dana publik.

35. Kebijakan Publik Berbasis Bukti: Perumusan
kebijakan yang menggunakan data dan analisis
empiris sebagai dasar keputusan.

36. Integrasi Data Fiskal: Penggabungan data
keuangan dari berbagai lembaga agar konsisten dan
dapat dianalisis secara menyeluruh.

37. Cybersecurity: Proteksi terhadap sistem informasi
digital dari akses ilegal atau serangan siber.

38. Ethical Digital Governance: Tata kelola
pemerintahan berbasis teknologi yang mematuhi
prinsip etika dan hukum.

39. Predictive  Analytics: Analisis data untuk
memprediksi tren, kebutuhan anggaran, dan potensi
risiko fiskal.
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40. Kebijakan Inklusif: Strategi yang
mempertimbangkan kepentingan seluruh lapisan
masyarakat, terutama kelompok rentan.

41. Audit Berbasis Risiko: Pendekatan audit yang
fokus pada area dengan potensi risiko tinggi
terhadap penyalahgunaan anggaran.

42. Open Data Portal: Platform digital yang
menyediakan data publik secara terbuka untuk
masyarakat.

43. Transparansi Anggaran: Kemampuan publik
untuk menilai penggunaan dana dan distribusi
anggaran pemerintah.

44. Sistem Akuntansi Terintegrasi: Sistem yang
menggabungkan  seluruh  proses  akuntansi,
pelaporan, dan pengawasan keuangan dalam satu
platform.

45. E-Government: Penggunaan teknologi informasi
dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan
transparansi layanan publik.
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SINOPSIS

Buku  “Akuntansi Sektor Publik sebagai
Instrumen  Transparansi dan  Keadilan  Sosial”
membahas peran strategis akuntansi publik dalam
meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan
menjamin distribusi sumber daya yang adil. Buku ini
menguraikan konsep dasar akuntansi sektor publik,
prinsip dan standar akuntansi pemerintah, serta
perbedaan dengan akuntansi komersial. Penekanan
diberikan pada akuntabilitas, transparansi, dan keadilan
sosial sebagai tujuan utama pengelolaan keuangan
publik. Selain itu, buku ini membahas reformasi
akuntansi publik di Indonesia, inovasi digital, dan
pemanfaatan big data untuk mendukung pengambilan
keputusan berbasis bukti.

Pembaca juga diajak mengeksplorasi hubungan
akuntansi publik dengan kebijakan fiskal yang inklusif,
evaluasi kinerja anggaran, serta tantangan etika dan
keamanan informasi di era digital. Buku ini memadukan
teori, praktik, dan studi empiris terkini untuk
memberikan panduan komprehensif bagi akademisi,
praktisi, dan pembuat kebijakan. Dengan pendekatan
yang sistematis dan bahasa akademik yang mudah
dipahami, buku ini menjadi referensi penting dalam
memahami bagaimana akuntansi publik dapat menjadi
instrumen reformasi, transparansi, dan keadilan sosial di
era modern.
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